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PUTUSAN
Nomor : 744 K/Pid/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES A
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi tek@mgambil putusan
sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bale Bandtamggal
27 Peberuari 2003 Nomor : 704/Pid.B/2001/PN.BRlam putusan mana
Terdakwa :

IWAN SETIAWAN bin H. OMAN , tempat lahir Bandung,

umur/tanggal lahir, 31 tahun/14 April 1969, jenisldmin laki-

laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal JalamsWso.6-A

Kodya Bandung, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada didalam tahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negesebut karena didakwa:
Primair :

Bahwa ia Terdakwa Iwan Setiawan bin H. Oman selaku
bendahara Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri Unmg&engan yang
diangkat berdasarkan kesepakatan Pengurus Ungafsigan dan disetujui
oleh Ketua KSU Bina Mandiri saksi Asep Puryatraklbertindak untuk diri
sendiri maupun bersama-sama dengan Aep RiswandikuseSekretaris
Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri Unit Pengalengang perkara diajukan
secara terpisah), pada bulan Januari 1999 s/d HbEsember 1999 atau

setidak-tidaknya dalam bulan Januari s/d bulan Dese 1999 bertempat di

Kampung-.........c.coooeeieen.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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putusaKanghiag abieyunRyo9dl2 Desa dan Kecamatan Pangatendg<abupaten

Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempatylmng masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandeggra berturut-turut
sehingga dipandang suatu perbuatan yang diterudkeamgan melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atangtain atau suatu badan
yang secara langsung atau tidak langsung merudikaangan negara atau
perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukaragecaya sebagai berikut :

Bahwa pada musim tanam 1999/2000 untuk meningkatkan
produksi kentang Pemerintah menyalurkan Kredit ds@hni melalui Bank
kepada Koperasi sebagai pelaksana, untuk maksudsdi@operasi Bina
Mandiri yang berbadan hukum sesuai dengan Keputiwameri Koperasi
Penguasaha Kecil dan Menengah Rl No0.33/Kep/KDKR-DY1/VI1/1998
tanggal 13 Agustus 1998 bertempat di Jl.H.Alpi TinND.18/80 Kelurahan
Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kodya Bandung yaetakukan kegiatan
di Jl.Elang No.1 Bandung dengan ketuanya Asep Bumyditunjuk sebagai
Koperasi Pelaksana penyalur dana KUT ;

Bahwa pada bulan Januari 1999 Asep Puryatna sd{afua
Koperasi Bina Mandiri pergi ke Pangelangan untukhghebungi Terdakwa
lwan Setiawan, Aan Kurniawan, Aep Riswandi dan Dad&etia Arisandi
sebagai pengurus KSU Bina mandiri Unit Pangelandaerdasarkan
kesepakatan bersama tanggal 27 Juli 1999 dalanaheay Kredit Usaha Tani

(KUT) di Pangelangan dengan penyusunan sebag&uberi

e Ketua.............. Aan Kurniawan;
e Sekretaris........ Aep Riswandi ;
e Bendahara...... Ilwan Setiawan ;

e Pengawasan............

Disclaimer
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putusan.mahkamahegurehgavsan........ Dadang Setia Arisandi ;

Untuk membicarakan tentang penyaluran KUT kepadea pa
Kelompok Tani dan dalam pembicaraan tersebut mesegakat untuk bekerja
sama dalam penyaluran KUT kepada para Kelompok;Tan
Bahwa Terdakwa lwan Setiawan, Aan Kurniawan, Aepyvandi
kemudian menemui saksi Asep Puryatna (Ketua KSta Bilandiri Jl.Elang
No.1 Bandung) dalam pertemuan tersebut membicanadengenai pembuatan
RDKK dan penyaluran KUT di Pangalengan ;
Bahwa selanjutnya Terdakwa lwan Setiawan, Aan kuwvan,
Aep Riswandi dan Dadang Setia Arisandi pada buéamudri 1999 membuat
RDKK untuk KSU Bina Mandiri JI.Elang No.1 Kodya Biaung sebanyak 13
Kelompok Tani dengan anggota sejumlah 305 petamgate luas lahan 610 ha
dengan perincian sebagai berikut :
1. Kelompok Tani Berdikari Ketua Enan Sukarna 20 orar® ha
Rp.525.160.000;,- ;
2. Kelompok Tani Bina Warga Ketua H.Dadang.S 30 oraBg ha
Rp.787.740.000;,- ;
3. Kelompok Tani Bumi Makmur Ketua Aep Riswandi 30 rmga 60 ha
Rp.787.740.000;,- ;
4. Kelompok Tani Bumi Utama Ketua Asep Darmawan 20ngra40 ha
Rp.525.160.000,- ;
5. Kelompok Tani Harapan Ketua Yiyin Sutarman 20 orar ha
Rp.525.160.000,- ;
6. Kelompok Tani Hejo Lembok Ketua Dedi Rosadi 20 gramO ha

Rp.525.160.000,- ;
7. Kelompok...................

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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putusan.masloanpaikaglagi.gMakmur  Abadi Ketua H.Ayi.S 25 orang0 ha

Rp.656.450.000,- ;
8. Kelompok Tani Mekar Jaya Ketua Yun Waras 20 orad@, ha
Rp.525.160.000;- ;
9. Kelompok Tani Sugih Ketua E.Susanto 30 orang, 6Bna787.740.000,- ;
10.Kelompok Tani Panca Jaya Ketua Ayi Dudung 20 orad@, ha
Rp.787.740.000,- ;
11.Kelompok Tani Para Tani Ketua Undang A.Suwito H&0 orang, 60 ha
Rp.787.740.000,- ;
12.Kelompok Tani Sarana Tani Ketua Undang Is. 30 @ra60 ha
Rp.787.740.000,- ;
13.Kelompok Tani Sejahtera Ketua Eep Sujana 20 oradQ, ha
Rp.525.160.000,- ;
Jumlah 305 orang 610 Rp.8.595.160.000,- ;
Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan (AepaRik,
Dadang Setia Arisandi, Aan Kurniawan) membuat RDR&€ncana Devinitif
Kebutuhan Kelompok) yang tidak dibuat dengan seaibgma dimana dalam
RDKK ke- 13 Kelompok Tani tersebut diatas adalatditedari penduduk Desa
Pangalengan, Marga Mukti Sukamah dan Marga Mekamum dalam
kenyataannya dari 13 Kelompok Tani tersebut dilswaat pernyataan dari
Kepala Desa Pangalengan seolah-olah di 13 kelormgre&but penduduk Desa
Pangalengan ;
Terdakwa Iwan Setiawan besama-sama dengan saksi Aep
Riswandi memalsukan tanda tangan para anggota kelonTani Bumi

Makmur, Hejo Lembok, Bina Marga, memalsukan puladtatangan Ketua

KelompoK..........cooeeennn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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putusaKetainpak ddalikarg Bita Makmur, Hejo Lembok, makm#ibadi dan Tani

Sugih dan Terdakwa Iwan Setiawan memalsukan data katerangan lahan
garapan dari Perum Perhutani ;

Saksi Aep Riswandi membuat surat pernyataan PPlsupal
petugas PPl dan kepala Desa hanya menanda targjanitidak melakukan
pengecekan kebenarannya dan juga membuat daftar regmht anggota
Kelompok Tani yang tidak benar, dimana Kelompok iTédak pernah
dibentuk dan berkumpul ;

Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan AepaRiksw
Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi setelah memiBRencana Devinitif
Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah direkayasrsebut diserahkan
kepada Asep Puryatna selaku KSU Bina Mandiri Asepydna dengan surat
tanggal 27 april 1999 N0.034/KSU-BM/IV/1999 menyaian permohonan
kredit modal kerja KUT musim tanam 1999/2000 seb&ya8.595.510.000,-
(delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima jlitaa ratus sepuluh ribu
rupiah) ke Bank Danamon melalui Koperasi Kodya BRexgd membuat
rekomendasi kepada Bank Danamon dengan surat N&DRE?10-
21/3/V/1999 tanggal 3 Mei 1999, agar diberikan dikredit Usaha Tani (KUT)
terhadap 305 orang/petani luas lahan 610 ha ki&dit Rp.8.595.510.000,-
(delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima jlitaa ratus sepuluh ribu
rupiah), kemudian tangal 21 Juli 1999 Asep Puryalaku Ketua KSU Bina
Mandiri menerima Kredit dari Bank Danamon dengarse&xk surat sanggup
Nomor 67816 sebesar Rp.8.595.510.000,- (delapayaniima ratus sembilan
puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)atgng dengan

1. Fee Banksebesar ............ccoooiiiiii. 2%=setahun ;

2. Fee PPL...................

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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putusaf.nrek fPhhseespgo.id. ... 1%ssetahun ;
3. Fee Koperasi sebesar ...........c............. =sBftahun ;
4. Perum PKK sebesar..........c...ccceevinennn. = 1% hun ;
5. Pemerintah sebesar .........ccccovvvviviinnn.. %sgktahun ;

Potongan-potongan diatas sesuai dengan Surat EBaNm.31/17/UK tanggal
15 Januari 1999 diterima secara riil Rp.7.778.732,:0 (tujuh milyar tujuh
ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empathpdua ribu delapan puluh
satu rupiah) ;
Bahwa saksi Asep Puryatna menyerahkan dana KUT yang
diterima kepada Pengurus Unit Pangalengan bertgiaipsebagai berikut :
= Terdakwa lwan Setiawan bersama-sama Aep Riswarad, A
Kurniawan, Dadang Setia Arisandi tanggal 26 JulP99
menerima uang KUT (Kredit Usaha Tani) dari KetualKS
Bina Mandiri (Asep Puryatna) sebesar Rp.740.700-000
(tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu atmi di
Pangalengan untuk 60 orang dengan luas 60 ha kamudi
uang tersebut disimpan oleh Terdakwa Ilwan Setiasedaku
Bendahara Unit Pangalengan ;
= Terdakwa Ilwan Setiawan pada tanggal 27 Juli 199Salnea-
sama dengan Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi ge
Asep Puryatna di Jalan Elang No.1 Bandung memgerole
uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100 orang/anggotahaQ
= Terdakwa lwan Setiawan pada tanggal 4 Agustus @i8g8gan
saksi Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi dan Aep

Riswandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang Noahdiing

memperoleh..................

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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putusan.mahkamahagunengpeileh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100

orang/anggota, 100 ha ;

= Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 11 Agustus 1999
bersama-sama dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Set
Arisandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang Nodn&ung
memperoleh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100
orang/anggota, 100 ha ;

= Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 18 Agustus 1999
bersama-sama dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Set
Arisandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang Nodn&ung
memperoleh uang Rp.2.390.000.000,-;

= Jumlah seluruhnya yang diterima Pengurus KSU Biaaditi
Unit Pangalengan Terdakwa lwan Setiawan, Aan Kwaim|
Dadang Setia Arisandi dan Aep Riswandi sebesar
Rp.6.834.200.000,- (enam milyar delapan atus tigauhp
empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

= Sedangkan dana yang diterima oleh saksi Asep Raryat
Ketua KSU Bina Mandiri dari Bank Danamon sebesar
Rp.7.778.742.081,- diserahkan/disalurkan kepadaguraes
Unit Pangalengan sebesar Rp.6.834.200.000,- adsipanya
sebesar Rp.944.542.081 disalurkan kepada Kelompok T
oleh Asep Puryatna selaku Ketua KSU Bina Mandiri ;

Bahwa seharusnya dana KUT yang disalurkan pada Peatani

melalui Ketua Kelompok Tani adalah sesuai denganKiRDatau yang

menerima dari Bank sesuai dengan pasal 6 KeputBseama Menteri

Pertanian..................

Disclaimer
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putusaPRen@miam akagpergsgo.Pengusaha Kecil dan Menengah96ldpts/BM.

530/12/1998 ;
Nomor 21/SKB/M/XI11/1999 tanggal 9 Desember 1998 taemg Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usah Tani (KUT) untuk intensifikpada palawija dan
holtikultura yang menyebutkan : Koperasi atau LSAtdlnggung jawab dalam
pencairan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada KelompdnilPetani sesuai
Rekapitulasi Devinitif Kebutuhan Kelompok dalam wakyang tepat dan
jumlah dana yang utuh, namun kenyataannya Terdbdkam Setiawan bersama
dengan Aep Riswandi, Aan Kurniawan, Dadang Setigafadi menyalurkan
uang yang diterimanya dari Asep Puryatna seli®pd.834.200.000,- (enam
milyar delapan ratus tiga puluh empat juta duasraifou rupiah) menyalurkan
ke Kelompok Tani :

1. Kelompok Tani Bina Warga dalam RDKK diusulkan un8fkorang petani,
60 ha dengan jumlah biaya Rp.787.740.000,- (twatbhs delapan puluh
tujuh juta tujuh empat puluh ribu rupiah) realispstani yang mendapat
bantuan 14 orang jumlah lahan 13,5 ha jumlah dapa68.657.500,-
(seratus enam puluh enam juta enam ratus lima gujuh ribu lima ratus
rupiah) ;

2. Kelompok Tani Berdikari dalam RDKK diusulkan unt@k orang petani,
jumlah lahan 40 ha dengan jumlah biaya Rp. 5250080- (lima ratus dua
puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah)lisaai petani yang
mendapat bantuan 14 orang jumlah Ilahan 10 ha jumiama
Rp.172.830.000,- (seratus tujuh puluh dua juta pdelaratus tiga puluh

tujuh ribu rupiah) ;

3. Kelompok................

Disclaimer
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ha dengan 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- (readisa petani yang
mendapat bantuan 13 orang jumlah lahan 9 ha jumdsEna
Rp.111.105.000,- (seratus sebelah juta seratusilbunaupiah) ;

4. Kelompok Tani Sarana Tani dalam RDKK diusulkan &r20 orang petani,
60 ha Rp.787.740.000,- realisasi petani yang mextdagntuan 29 orang
jumlah lahan 26 ha jumlah dana Rp.320.970.00@a (tatus dua puluh juta
sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

5. Kelompok Tani Panca Jaya dalam RDKK diusulkan ur@lorang petani,
40 ha Rp. 525.160.000,- realisasi petani yang npatdaantuan 12 orang
jumlah lahan 10,5 ha jumlah dana Rp.129.622.5C&fafus dua puluh
sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu linhasreupiah) ;

6. Kelompok Tani Bumi Makmur dalam RDKK diusulkan ukt@0 orang
petani, 60 ha Rp.787.740.000,- realisasi petang yaendapat bantuan 9
orang jumlah lahan 8 ha jumlah dana Rp. 98.760-5@@mbilan puluh
delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

7. Kelompok Tani Makmur Abadi dalam RDKK diusulkan ukt25 orang
petani, 50 ha Rp.656.450.000,- realisasi petang yapndapat bantuan 10
orang jumlah lahan 9,5 ha jumlah dana Rp.117.2D7-5@eratus tujuh
belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu limasarupiah) ;

8. Kelompok Tani Hejo Lembok dalam RDKK diusulkan 2@Gumg petani, 40
ha Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapatuan 10 orang
jumlah lahan 10 ha jumlah dana Rp.123.450.000rafige dua puluh tiga

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

9. Kelompok................

Disclaimer
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. . 10 . .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusas.nmasloanpaika@anghekdr Jaya dalam RDKK diusulkan 28mgy petani, 40 ha

Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapatuaané orang jumlah
lahan 5,5 ha jumlah dana Rp.67.897.500,- (enamhpuljwh juta delapan
ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
10.Kelompok Tani Sugih dalam RDKK diusulkan 30 orargggmi, 60 ha Rp.
787.740.000,- realisasi petani yang mendapat bartOarang jumlah dana
Rp.246.900.000,- (dua ratus empat puluh enam jetabgan ratus ribu
rupiah) ;
11.Kelompok Tani Sejahtera dalam RDKK diusulkan 20ngrgetani, 40 ha
Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapauaanli?2 orang jumlah
lahan 10,5 jumlah dana Rp.129.622.500,- (serataspdiuh sembilan juta
enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
12.Kelompok Tani Bumi Utama dalam RDKK diusulkan 2@Gmg petani, 40
ha jumlah dana Rp.525.160.000,- realisasi petamg yaendapat bantuan 13
orang jumlah lahan 43 jumlah dana Rp.160.485.0@@ratus enam puluh
juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
Jumlah RDKK petani, 610 ha Rp. 8.595.510.000,- ;
Disalurkan 162 petani 14,5 ha Rp. 1.745.577.500,- ;
Dana yang diterima dari Asep Puryatna Ketua KSWBitandiri JI.Elang No.1
Bandung oleh unit Pengurus KSU Bina Mandiri-Panggde yaitu Terdakwa
lwan Setiawan dengan Aan Kurniawan, Dadang SetisaAdi dan Aep
Riswandi sebesar Rp.6.834.200.000,- disalurkanlR@5.577.500,- dana yang
tidak disalurkan Rp.5.088.622.500,- (lima milyalagan puluh delapan juta

enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Sedangkan....................
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Direktori Putusan MahkamaﬁlAgung Republik Indonesia
putusaSedamiganhatpurey.y@and tidak disalurkan oleh Terdakwan Setiawan

Bendahara KSU Bina Mandiri Unit Pangalengan seb&mb6.088.622.500,-
diberikan ke pengurus lain tanpa hak yaitu Aep Rislv menerima

Rp.390.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Di Puncak bulan Agustus 1999 sebesar ................... Rp.100.000.000,-
2. Di Gelora bulan Agustus 1999 sebesar ...................  Rp. 5.000.000,-
3. Di Jakarta pada bulan Agustus 1999 sebesar.......... Rp. 10.000.000,-
4. Di Bandung pada bulan September 1999 sebesar......Rp. 45.000.000,-
5. Di KSU Bina Mandiri pada bulan September 1999 sab&.20.000.000,-
6. Di KSU Bina Mandiri pada bulan Nopember 1999 sebd&ga10.000.000,-

7. Uang bengkel ke Jakarta...........cccooviiiiiiiiiiiiiiiinne, Rp.200.000.000,-
Saksi Aan Kurniawan Ketua KSU Bina Mandiri sebefp.256.681.000,-

dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 30-07-1999..........cc.ccuveeue.... F35.000.000, -
2. Tanggal 17-08-1999............c...cceeeune... RY1..681.000,-
3. Tanggal 20-08-1999............c..ccoen... Rp0.080.000, -

Saksi Dadang Setia Arisandi Pengawas menerima BRA.27.000,- :

1. Tanggal 05-08-1999........cccciiiiininennnns R©.000.000,-
2. Tanggal 06-08-1999..............cccuun..... F50000.000, -

3. Tanggal 08-08-1999.........ccceeveeeeen.... R$0.000.000,-
4. Tanggal 10-08-1999.........cccceiviiininnnnn. R35..000.000,-
5. Tanggal 11-08-1999.......cccccceeeeeeaannnn... 8.540.000,-
6. Tanggal 14-08-1999...........cccccuuuennn... Rp7.530.000, -
7. Tanggal 15-08-1999...........ccccuuuuuennn.. R[#.0D0.000, -

Sedangkan....................

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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. . 12 . .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusasedamiganssamgagoleth Terdakwa Iwan Setiawanws8akdahara KSU Bina

Mandiri sebesar Rp.4.068.791.500,- (empat milyaanerpuluh delapan juta

tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratusakptelah diserahkan kepada :

1. Saksi Nandang Rihimat sebesar...................... Rp. 74.690.000,-
2. Saksi Eep Sujana sebesar..............ooii v Rp. 123.450.000,-
3. Saksi H. Ayi Sugianto .........cccoeviiiiiiiii e Rp. 58.000.000,-
4. Saksi Asep Darmawan ...........ccceeviiiiiiianeannn Rp. 61.000.000,-
5. Saksi Drs.Mulyana Adji ...c.ccooeviiiiiiiiiiiinnn.n. Rp. 390.000.000,-
6. Saksilr.Kurnianto.........coooeiiiiiiiiiiiieaeeaaes Rp.1.500.000.000,-
7. Saksi Ejen Januar..........cociiiiiiiiiiciieeeea Rp. 500.000.000,-
Jumlah seluruhnya sebesar.............c..cocoevenee. Rp.3.712.709.800,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp.374.081.700,- (tigmtrtguh puluh empat juta
delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) telgjumbkan untuk kepentingan
pribadi Terdakwa ;

Bahwa selain itu Terdakwa Ilwan Setiawan bersama Risprandi pada saat

membagikan KUT juga telah melakukan :

- Pemungutan untuk biaya administrasi sebesar 1%ak&t/ha yaitu sebesar
Rp.120.000,-/ha, jadi jumlah seluruhnya sebesat ®p000,- x 14,5 ha =
Rp.17.460.000,- ;

- Melakukan pemotongan sebesar Rp.350.000,- pert phke jadi jumlah
seluruhnya sebesar Rp. 350.000,- x 14,5 ha = g25MO0O0,- ;

- Terdakwa Ilwan Setiawan juga telah mengambil kewganomdari penjualan
bibit kentang dimana harga umum Rp.6.000,-/kg, dlefdakwa telahdijual
seharga Rp.9.000,-/kg sehingga terdapat selisil3.690D,- sedangkan

keperluan bibit/ha adalah 200 kg sehingga keuntungeng diterima oleh

Terdakwa.....................

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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. . 13 . .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.migridakadadwag.gSaliawan sebsar 200 kg x Rp.3.000,145 ha =

Rp.87.300.000;,- ;
- Terdakwa lwan Setiawan bersama-sama dengan aemmisjuga telah

melakukan pemotongan berupa :

e Simpanan Pokok ............ Rp. 10.000,-
e Simpanan Wajib............. Rp. 24.000,-
e Simpanan Berjangka........ Rp. 400.000,-
Jumlah ... Rp. 4®00 x 14,5 ha =

Rp.63.147.000,-

- Terdakwa Ilwan Setiawan juga tidak menyetor hagiagéan pembayaran
dari anggota Kelompok Tani yang telah diterima &di.Engkos Koswara
pegawai Terdakwa Rp.36.900.000,- dari saksi DadSegia Arisandi
sebesar Rp.53.000.000,- ;

- Terdakwa Ilwan Setiawan telah mengambil 14 pakatkuh# orang petani
yang telah menanda tangani surat pengakuan utangahh seluruhnya
Rp.172.830.000,- ;

Bahwa dari jumlah KUT yang tidak disalurkan olehrdakwa
lwan Setiawan sebesar Rp.5.088.622.500,- (limaamitelapan puluh delapan
juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus h)pd@ditambah potongan-
potongan sebesar Rp.381.652.000,- maka jumlah uswiya sebesar
Rp.5.470.184.500,- (lima milyar empat ratus tujuliup juta seratus delapan
puluh empat juta lima ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ilwan Setiawan rdEgara

cqg. Bank Indonesia dirugikan sebesar Rp.5.470.084-Xlima milyar empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusaratnshtkgumapatumn guto sératus delapan puluh emipatlima ratus rupiah)atau

sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Iwan Setiawan bin H.Oman dialtam
diancam dalam pasal 1 ayat (1) sub.a jo pasal 2Z&thigrUndang No0.3/1971 jo
pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Iwan Setiawan bin H. Oman selaku
bendahara Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri Unmg&engan yang
diangkat berdasarkan kesepakatan Pengurus Ungaleeigan dan disetujui
oleh Ketua KSU Bina Mandiri saksi Asep Puryatrnaklbertindak untuk diri
sendiri maupun bersama-sama dengan Aep Riswandet8ek Koperasi Serba
Usaha Bina Mandiri Unit Pengalengan (yang perkapikian secara terpisah),
pada waktu dan tempat dalam dakwaan primair dias@asara berturut-turut
sehingga dipandang suatu perbuatan yang diterustangan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atautulsumdan yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan keuangaaraemgau perekonomian
Negara, perbuatan mana dilakukan dengan caraaddgkut :

Bahwa pada musim tanam 1999/2000 untuk meningkatkan
produksi kentang Pemerintah menyalurkan Kredit ds@ahni melalui Bank
kepada Koperasi sebagai pelaksana, untuk maksudsdigoperasi Bina
Mandiri yang berbadan hukum sesuai dengan Keputiwameri Koperasi
Penguasaha Kecil dan Menengah RI No0.33/Kep/KDKR-DY1/VI1/1998
tanggal 13 Agustus 1998 bertempat di Jl.H.Alpi TinND.18/80 Kelurahan

Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kodya Bandung yaetakukan kegiatan

di Jl.Elang No.1.............

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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. . 15 . .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusadindaEtantaiNganBajddng dengan ketuanya Asep Bumyditunjuk sebagai

Koperasi Pelaksana penyalur dana KUT ;

Bahwa pada bulan Januari 1999 Asep Puryatna sd{ahtua
Koperasi Bina Mandiri pergi ke Pangelangan untukhghebungi Terdakwa
lwan Setiawan, Aan Kurniawan, Aep Riswandi dan Dad&etia Arisandi
sebagai pengurus KSU Bina mandiri Unit Pangelandaerdasarkan
kesepakatan bersama tanggal 27 Juli 1999 dalanaheay Kredit Usaha Tani

(KUT) di Pangelangan dengan penyusunan sebag&uberi

e Ketua.............. Aan Kurniawan;

e Sekretaris........ Aep Riswandi ;

e Bendahara...... lwan Setiawan ;

e Pengawasan........ Dadang Setia Arisandi ;

Untuk membicarakan tentang penyaluran KUT kepadea pa
Kelompok Tani dan dalam pembicaraan tersebut mesegakat untuk bekerja
sama dalam penyaluran KUT kepada para Kelompok;Tan

Bahwa Terdakwa lwan Setiawan, Aan Kurniawan, AepaRndi
kemudian menemui saksi Asep Puryatna (Ketua KSta Bilandiri Jl.Elang
No.1 Bandung) dalam pertemuan tersebut membicanadeangenai pembuatan
RDKK dan penyaluran KUT di Pangalengan ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa lwan Setiawan, Aan kuvan,
Aep Riswandi dan Dadang Setia Arisandi pada busgmuari 1999 membuat
RDKK untuk KSU Bina Mandiri JI.Elang No.1 Kodya Biaung sebanyak 13
Kelompok Tani dengan anggota sejumlah 305 petamgate luas lahan 610 ha

dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelompok.................

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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. . 16 . .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusah.nmasloanpaikaglagig@erdikari Ketua Enan Sukarna 20 orar ha

Rp.525.160.000,- ;

2. Kelompok Tani Bina Warga Ketua H.Dadang.S 30 oraBg ha
Rp.787.740.000;- ;

3. Kelompok Tani Bumi Makmur Ketua Aep Riswandi 30 rmga 60 ha
Rp.787.740.000,- ;

4. Kelompok Tani Bumi Utama Ketua Asep Darmawan 20ngra40 ha
Rp.525.160.000,- ;

5. Kelompok Tani Harapan Ketua Yiyin Sutarman 20 orar® ha
Rp.525.160.000,- ;

6. Kelompok Tani Hejo Lembok Ketua Dedi Rosadi 20 ogramO ha
Rp.525.160.000,- ;

7. Kelompok Tani Makmur Abadi Ketua H.Ayi.S 25 orang0 ha
Rp.656.450.000,- ;

8. Kelompok Tani Mekar Jaya Ketua Yun Waras 20 orad@, ha
Rp.525.160.000,- ;

9. Kelompok Tani Sugih Ketua E.Susanto 30 orang, 6Bna787.740.000,- ;

10.Kelompok Tani Panca Jaya Ketua Ayi Dudung 20 orad@, ha
Rp.787.740.000,- ;

11.Kelompok Tani Para Tani Ketua Undang A.Suwito H&l orang, 60 ha
Rp.787.740.000,- ;

12.Kelompok Tani Sarana Tani Ketua Undang Is. 30 @ra60 ha
Rp.787.740.000,- ;

13.Kelompok Tani Sejahtera Ketua Eep Sujana 20 oradQ, ha

Rp.525.160.000,- ;
Jumlah 305....................

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamaﬁ7Agung Republik Indonesia
putusan.mBirkbrh3EH onangoeitio Rp.8.595.160.000,- ;

Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan (AepaRik,
Dadang Setia Arisandi, Aan Kurniawan) membuat RDR€ncana Devinitif
Kebutuhan Kelompok) yang tidak dibuat dengan salbgma dimana dalam
RDKK ke- 13 Kelompok Tani tersebut diatas adalaitedari penduduk Desa
Pangalengan, Marga Mukti Sukamah dan Marga Mekamum dalam
kenyataannya dari 13 Kelompok Tani tersebut dimwaat pernyataan dari
Kepala Desa Pangalengan seolah-olah di 13 kelormgre&but penduduk Desa
Pangalengan ;

Terdakwa Iwan Setiawan besama-sama dengan saksi Aep
Riswandi memalsukan tanda tangan para anggota kelonTani Bumi
Makmur, Hejo Lembok, Bina Marga, memalsukan puladéatangan Ketua
Kelompok Berdikari Bina Makmur, Hejo Lembok, makm@badi dan Tani
Sugih dan Terdakwa Iwan Setiawan memalsukan datd katerangan lahan
garapan dari Perum Perhutani (berupa) ;

Aep Riswandi membuat surat pernyataan PPL paldugas PPI
dan kepala Desa hanya menanda tangani saja, tiédédkkukan pengecekan
kebenarannya dan juga membuat daftar hadir rapggodam Kelompok Tani
yang tidak benar, dimana Kelompok Tani tidak perndibentuk dan
berkumpul;

Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan AepaRisw
Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi setelah memBRencana Devinitif
Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah direkayasrsebut diserahkan
kepada Asep Puryatna selaku Ketua KSU Bina MadbdiEiang No.1 Bandung,

selanjutnya Ketua KSU Bina Mandiri Asep Puryateamghn surat tanggal 27

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



. . 18 . .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusaApniah i99@ah 0G4 EKRU-BM/IV/1999 menyampaikan pertmoman kredit

modal kerja KUT musim tanam 1999/2000 sebesar B53510.000,-
(delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima jlitaa ratus sepuluh ribu
rupiah) ke Bank Danamon melalui Kepala KoperasigBleaha Kecil dan
Menengah Kodya Bandung membuat rekomendasi kepaahdk Banamon
dengan surat No0.129-KDK/10-21/3/V/1999 tanggal 3 W99, agar diberikan
dana Kredit Usaha Tani (KUT) terhadap 305 orangfpetluas lahan 610 ha
nilai kredit Rp.8.595.510.000,- (delapan milyardimatus sembilan puluh lima
juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian &ng1 Juli 1999 Asep
Puryatna selaku Ketua KSU Bina Mandiri menerima ditredari Bank
Danamon dengan Aksep surat sanggup Nomor 67816 sasebe
Rp.8.595.510.000,- (delapan milyar lima ratus séambpuluh lima juta lima

ratus sepuluh ribu rupiah) dipotong dengan

1. Fee Banksebesar ..............c..oo 2%s=setahun ;
2. Fee PPL sebesar.........cccooiiiiiiil 1% setahun ;
3. Fee Koperasi sebesar ..............c.ocoo.e. sBftahun ;
4. Perum PKK sebesar........cccocvceieininn... = 1ge9%hun ;
5. Pemerintah sebesar .......ccccccevvieviienn.. %sgktahun ;

Potongan-potongan diatas sesuai dengan Surat EBhiMNm.31/17/UK tanggal
15 Januari 1999 diterima secara riil Rp.7.778.732,-0 (tujuh milyar tujuh
ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empdttpdua ribu delapan puluh
satu rupiah) ;

Bahwa saksi Asep Puryatna menyerahkan dana KUT yang

diterima kepada Pengurus Unit Pangalengan bertgiapsebagai berikut :

= Terdakwa.................

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan MahkamaﬁgAgung Republik Indonesia

putusan.mahkamahegUegdakvda lwan Setiawan bersama-sama Aep Riswarah, A

Kurniawan, Dadang Setia Arisandi tanggal 26 JulP99
menerima uang KUT (Kredit Usaha Tani) dari KetualKS
Bina Mandiri (Asep Puryatna) sebesar Rp.740.700-000
(tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu atmi di
Pangalengan untuk 60 orang dengan luas 60 ha kamudi
uang tersebut disimpan oleh Terdakwa Ilwan Setiasedaku
Bendahara Unit Pangalengan ;

= Terdakwa Ilwan Setiawan pada tanggal 27 Juli 199Salnea-
sama dengan Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi ge
Asep Puryatna di Jalan Elang No.1 Bandung memgerole
uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100 orang/anggotahaQ

= Terdakwa lwan Setiawan pada tanggal 4 Agustus @i88gan
saksi Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi dan Aep
Riswandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang Noahdiing
memperoleh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100 orang/
anggota, 100 ha ;

= Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 11 Agustus 1999
bersama-sama dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Set
Arisandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang Nodn&ung
memperoleh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100
orang/anggota, 100 ha ;

= Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 18 Agustus 1999

bersama-sama dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Set

Arisandi..................
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putusan.mahkamahag#risgodidpergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang Nodn&ung

memperoleh uang Rp.2.390.000.000,-;

Jumlah seluruhnya yang diterima Pengurus KSU Biaad\ti

Unit Pangalengan Terdakwa lwan Setiawan, Aan Kwam
Dadang Setia Arisandi dan Aep Riswandi sebesar
Rp.6.834.200.000,- (enam milyar delapan ratus pgauh
empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

= Sedangkan dana yang diterima oleh saksi Asep Raryat

Ketua KSU Bina Mandiri dari Bank Danamon sebesar
Rp.7.778.742.081,- diserahkan/disalurkan kepadagures
Unit Pangalengan sebesar Rp.6.834.200.000,- adsipanya
sebesar Rp.944.542.081 disalurkan kepada Kelomp@mok T
oleh Asep Puryatna selaku Ketua KSU Bina Mandiri ;

Bahwa seharusnya dana KUT yang disalurkan pada Petiani
melalui Ketua Kelompok Tani adalah sesuai denganKiRDatau yang
menerima dari Bank sesuai dengan pasal 6 KeputB@eama Menteri
Pertanian Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah96lidkpts/BM.
530/12/1998 ;

Nomor 21/SKB/M/XI11/1999 tanggal 9 Desember 1998 taemg Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usah Tani (KUT) untuk intensi$ikpada palawija dan
holtikultura yang menyebutkan ;

Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencafiaadit Usaha Tani
(KUT) kepada Kelompok Tani/Petani sesuai Rekapsiuzevinitif Kebutuhan
Kelompok dalam waktu yang tepat dan jumlah danagyatuh, namun

kenyataannya Terdakwa Iwan Setiawan bersama derggm Riswandi, Aan

Kurniawan,...................
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putusaKumpiakeama@gdage Gitia Arisandi menyalurkan uaaggyditerimanya dari

Asep Puryatna sebesar Rp.6.834.200.000,- (endyarndelapan ratus tiga

puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) menyalu@iKelompok Tani :

1. Kelompok Tani Bina Warga dalam RDKK diusulkan un8fkorang petani,
60 ha dengan jumlah biaya Rp.787.740.000,- (twaths delapan puluh
tujuh juta tujuh empat puluh ribu rupiah) realispetani yang mendapat
bantuan 14 orang jumlah lahan 13,5 ha jumlah dapda&8.657.500,-
(seratus enam puluh enam juta enam ratus lima gujuh ribu lima ratus
rupiah) ;

2. Kelompok Tani Berdikari dalam RDKK diusulkan unt@k orang petani,
jumlah lahan 40 ha dengan jumlah biaya Rp. 5250080- (lima ratus dua
puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah)lisaai petani yang
mendapat bantuan 14 orang jumlah Ilahan 10 ha jumima
Rp.172.830.000,- (seratus tujuh puluh dua juta pdelaratus tiga puluh
tujuh ribu rupiah) ;

3. Kelompok Tani Harapan dalam RDKK diusulkan untuka2@ng petani, 20
ha dengan 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- (readisa petani yang
mendapat bantuan 13 orang jumlah Ilahan 9 ha jumdsEna
Rp.111.105.000,- (seratus sebelah juta seratusribnaupiah) ;

4. Kelompok Tani Sarana Tani dalam RDKK diusulkan &r20 orang petani,
60 ha Rp.787.740.000,- realisasi petani yang metdagntuan 29 orang
jumlah lahan 26 ha jumlah dana Rp.320.970.00@a (tatus dua puluh juta
sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

5. Kelompok Tani Panca Jaya dalam RDKK diusulkan ur@lorang petani,

40 ha Rp. 525.160.000,- realisasi petani yang npaitdaantuan 12 orang

Disclaimer
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putusan.mahitamaahgony@b.ida jumlah dana Rp.129.622.50&kratus dua puluh

sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lirhasreupiah) ;

6. Kelompok Tani Bumi Makmur dalam RDKK diusulkan ukt@0 orang
petani, 60 ha Rp.787.740.000,- realisasi petangyaendapat bantuan 9
orang jumlah lahan 8 ha jumlah dana Rp. 98.760-5@@mbilan puluh
delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

7. Kelompok Tani Makmur Abadi dalam RDKK diusulkan ukt25 orang
petani, 50 ha Rp.656.450.000,- realisasi petang yapndapat bantuan 10
orang jumlah lahan 9,5 ha jumlah dana Rp.117.207-5Geratus tujuh
belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu limausarupiah) ;

8. Kelompok Tani Hejo Lembok dalam RDKK diusulkan 2@mg petani, 40
ha Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapatuan 10 orang
jumlah lahan 10 ha jumlah dana Rp.123.450.000rafige dua puluh tiga
juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

9. Kelompok Tani Mekar Jaya dalam RDKK diusulkan 28ry petani, 40 ha
Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapattubané orang jumlah
lahan 5,5 ha jumlah dana Rp.67.897.500,- (enamhpulwh juta delapan
ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

10.Kelompok Tani Sugih dalam RDKK diusulkan 30 orargggmi, 60 ha Rp.
787.740.000,- realisasi petani yang mendapat bartQaorang jumlah dana
Rp.246.900.000,- (dua ratus empat puluh enam jemabgan ratus ribu
rupiah) ;

11.Kelompok Tani Sejahtera dalam RDKK diusulkan 20ngrgetani, 40 ha

Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapauaanli?2 orang jumlah

Disclaimer
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putusan.mahaamahagundagodeana Rp.129.622.500,- (serataspdiuh sembilan juta

enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
12.Kelompok Tani Bumi Utama dalam RDKK diusulkan 2@mg petani, 40
ha jumlah dana Rp.525.160.000,- realisasi petamy yaendapat bantuan 13
orang jumlah lahan 43 jumlah dana Rp.160.485.0@@ratus enam puluh
juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
Jumlah RDKK petani, 610 ha Rp. 8.595.510.000,- ;
Disalurkan 162 petani 14,5 ha Rp. 1.745.577.500,- ;
Dana yang diterima dari Asep Puryatna Ketua KSWBitandiri JI.Elang No.1
Bandung oleh unit Pengurus KSU Bina Mandiri-Panugde yaitu Terdakwa
lwan Setiawan dengan Aan Kurniawan, Dadang SetisaAdi dan Aep
Riswandi sebesar Rp.6.834.200.000,- disalurkanlR@5.577.500,- dana yang
tidak disalurkan Rp.5.088.622.500,- (lima milyalagan puluh delapan juta
enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
Sedangkan dana yang tidak disalurkan oleh Terdakwan Setiawan
Bendahara KSU Bina Mandiri Unit Pangalengan seb&mb.088.622.500,-
diberikan ke pengurus lain tanpa hak yaitu Aep RV menerima

Rp.390.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Di Puncak bulan Agustus 1999 sebesar ................... Rp.100.000.000,-
2. Di Gelora bulan Agustus 1999 sebesar ...................  Rp. 5.000.000,-
3. Di Jakarta pada bulan Agustus 1999 sebesar.......... Rp. 10.000.000,-

4. Di Bandung pada bulan September 1999 sebesar......Rp. 45.000.000,-
5. Di KSU Bina Mandiri pada bulan September 1999 sab&3.20.000.000,-
6. Di KSU Bina Mandiri pada bulan Nopember 1999 sebéfa 10.000.000,-

7. Uang bengkel ke Jakarta..........c.ccoviiiciicneciiiiiinenn Rp.200.000.000,-
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putusasakah ksamahaguniawgnidKetua KSU Bina Mandiri sebefp.256.681.000,-

dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 30-07-1999.......cccciiiiiiiiiiiiiiicemeees Rp. 35.000.000,-
2. Tanggal 17-08-1999.....cccciiiiiiiiiiieiiimeenenns Rp. 41.681.000,-
3. Tanggal 20-08-1999.......cccviiiiiiiiiiiiieeenns Rp. 180.000.000,-

Saksi Dadang Setia Arisandi Pengawas menerima..37B{A.50.000,- :

1. Tanggal 05-08-1999........cceeviimmeeeeeeeeeaaaan.. Rp. 20.000.000,-
2. Tanggal 06-08-1999.........cccceieeeeeeeeeeeeeeen Rp. 5.000.000,-
3. Tanggal 08-08-1999......ccciiiiiiiiiiiiieimmeneens Rp. 50.000.000,-
4. Tanggal 10-08-1999......ccciiiiiiiiiiiiiiiiecaens Rp. 65.000.000,-
5. Tanggal 11-08-1999........ccciiiiiiiiiiiiiiiimeeenes Rp. 28.540.000,-
6. Tanggal 14-08-1999........ccccievivinennnnns Rp7.680.000,-
7. Tanggal 15-08-1999............c.ccuuuuennn... R[#.0D0.000,-

Sedangkan sisanya oleh Terdakwa lwan Setiawanws8akdahara KSU Bina
Mandiri sebesar Rp.4.068.791.500,- (empat milyaanerpuluh delapan juta

tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratusahbptelah diserahkan kepada :

1. Saksi Nandang Rihimat sebesar...................... Rp. 74.690.000,-

2. Saksi Eep Sujana sebesar................vvcvmminee Rp. 123.450.000,-

3. Saksi H.Ayi Sugianto ............ccceeieiiniimmmmnenens Rp. 58.000.000,-

4. Saksi Asep Darmawan ...........cccoeeveeiiiianeaans Rp. 61.000.000,-

5. Saksi Drs.Mulyana Adji .........cccvveiiiiiiiinnnn.. Rp. 390.000.000,-

6. Saksilr.Kurnianto.........oooeeiiiiiiiiiiieeeeeeaaes Rp.1.500.000.000,-

7. Saksi Ejen Januar........c.ccoieiiiiiiiiiiiieeeeeas Rp. 500.000.000,-
Jumlah seluruhnya sebesar...............cccoeennnl. Rp.3.712.709.800,-

Sedangkan....................
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putusasedamigansEgamgagseitesar Rp.374.081.700,- (tigmtcauh puluh empat juta

delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) telgjumhkan untuk kepentingan

pribadi Terdakwa ;

Bahwa selain itu Terdakwa Ilwan Setiawan bersama Rispvandi pada saat

membagikan KUT juga telah melakukan :

- Pemungutan untuk biaya administrasi sebesar 1%akeat/ha yaitu sebesar
Rp.120.000,-/ha, jadi jumlah seluruhnya sebesat ®p000,- x 14,5 ha =
Rp.17.460.000,- ;

- Melakukan pemotongan sebesar Rp.350.000,- pert gh&e jadi jumlah
seluruhnya sebesar Rp. 350.000,- x 14,5 ha = g25MO0O0,- ;

- Terdakwa Ilwan Setiawan juga telah mengambil kewg#anrdari penjualan
bibit kentang dimana harga umum Rp.6.000,-/kg, dletdakwa telahdijual
seharga Rp.9.000,-/kg sehingga terdapat selisin3.69D,- sedangkan
keperluan bibit/ha adalah 200 kg sehingga keuntungang diterima oleh
Terdakwa Iwan Setiawan sebsar 200 kg x Rp.3.000,14)5 ha =
Rp.87.300.000,- ;

- Terdakwa Ilwan Setiawan bersama-sama dengan AepaRisvyuga telah

melakukan pemotongan berupa :

e Simpanan Pokok ............ Rp. 10.000,-
e Simpanan Wajib............. Rp. 24.000,-
e Simpanan Berjangka........ Rp. 400.000,-
Jumlah ... Rp. 4®00 x 14,5 ha =

Rp.63.147.000,-
- Terdakwa Ilwan Setiawan juga tidak menyetor hasiagéhan pembayaran
dari anggota Kelompok Tani yang telah diterima &ur.Engkos Koswara

pegawal........ccccceeeeennnn.
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putusan.needanreh agurdgkyea dRp.36.900.000,- dari saksi DadSegia Arisandi

sebesar Rp.53.000.000,- ;

- Terdakwa Ilwan Setiawan telah mengambil 14 pakatkuh# orang petani
yang telah menanda tangani surat pengakuan utangah seluruhnya
Rp.172.830.000,- ;

Bahwa dari jumlah KUT yang tidak disalurkan olehrdakwa
lwan Setiawan sebesar Rp.5.088.622.500,- (limaamidelapan puluh delapan
juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus h)pd@ditambah potongan-
potongan sebesar Rp.381.652.000,- maka jumlah ubglya sebesar
Rp.5.470.184.500,- (lima milyar empat ratus tujuliup juta seratus delapan
puluh empat juta lima ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lwan Setiawan nhEgara
cqg. Bank Indonesia dirugikan sebesar Rp.5.470.084-Xlima milyar empat
ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empatlima ratus rupiah) atau
sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Iwan Setiawan bin H.Oman diatam
diancam dalam pasal 1 ayat (1) sub.b jo pasal 2ZE&khmUndang No.3/1971 jo
pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Iwan Setiawan bin H. Oman selaku
bendahara Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri Unmg&®engan yang
diangkat berdasarkan kesepakatan Pengurus Ungafsmgan dan disetujui
oleh Ketua KSU Bina Mandiri saksi Asep Puryatrnaklbertindak untuk diri
sendiri maupun bersama-sama dengan Aep Riswandet8ek Koperasi Serba

Usaha Bina Mandiri Unit Pengalengan (yang perka@pikian secara terpisah),
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putusapadahwaiktahdgongopad dalam dakwaan subsidairsdiateara berturut-turut

sehingga dipandang suatu perbuatan yang diterusk@amgan sengaja
menggelapkan uang yang diterima karena jabatantga berada dalam
kekuasaannya, perbuatan mana dilakukan dengasealaagai berikut :

Bahwa pada musim tanam 1999/2000 untuk meningkatkan
produksi kentang Pemerintah menyalurkan Kredit dsabhni melalui Bank
kepada Koperasi sebagai pelaksana, untuk maksudsdig@operasi Bina
Mandiri yang berbadan hukum sesuai dengan Keputiwameri Koperasi
Penguasaha Kecil dan Menengah Rl No0.33/Kep/KDKR-D1/VII/1998
tanggal 13 Agustus 1998 bertempat di Jl.H.Alpi TinND.18/80 Kelurahan
Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kodya Bandung yaetakukan kegiatan
di Jl.Elang No.1 Bandung dengan ketuanya Asep Ruamyditunjuk sebagai
Koperasi Pelaksana penyalur dana KUT ;

Bahwa pada bulan Januari 1999 Asep Puryatna se{aitua
Koperasi Bina Mandiri pergi ke Pangelangan untukhghebungi Terdakwa
lwan Setiawan, Aan Kurniawan, Aep Riswandi dan Dad&etia Arisandi
sebagai pengurus KSU Bina mandiri Unit Pangelandaerdasarkan
kesepakatan bersama tanggal 27 Juli 1999 dalanaheay Kredit Usaha Tani

(KUT) di Pangelangan dengan penyusunan sebagéiulberi

e Ketua.............. Aan Kurniawan;

e Sekretaris........ Aep Riswandi ;

e Bendahara...... lwan Setiawan ;

e Pengawasan........ Dadang Setia Arisandi ;
Untuk.......ooooiiii.
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putusan.mahkamahdgtuig.goechbicarakan tentang penyaluran KUT kepadea pa

Kelompok Tani dan dalam pembicaraan tersebut mesegakat untuk bekerja
sama dalam penyaluran KUT kepada para Kelompok;Tan
Bahwa Terdakwa lwan Setiawan, Aan Kurniawan, AeparRindi
kemudian menemui saksi Asep Puryatna (Ketua KSta Bilandiri Jl.Elang
No.1 Bandung) dalam pertemuan tersebut membicanaleamgenai pembuatan
RDKK dan penyaluran KUT di Pangalengan ;
Bahwa selanjutnya Terdakwa lwan Setiawan, Aan kuwvan,
Aep Riswandi dan Dadang Setia Arisandi pada buaruari 1999 membuat
RDKK untuk KSU Bina Mandiri JI.Elang No.1 Kodya Biaung sebanyak 13
Kelompok Tani dengan anggota sejumlah 305 petamgale luas lahan 610 ha
dengan perincian sebagai berikut :
1. Kelompok Tani Berdikari Ketua Enan Sukarna 20 oram® ha
Rp.525.160.000,- ;
2. Kelompok Tani Bina Warga Ketua H.Dadang.S 30 oraBg ha
Rp.787.740.000,- ;
3. Kelompok Tani Bumi Makmur Ketua Aep Riswandi 30 rmga 60 ha
Rp.787.740.000,- ;
4. Kelompok Tani Bumi Utama Ketua Asep Darmawan 20ngra40 ha
Rp.525.160.000,- ;
5. Kelompok Tani Harapan Ketua Yiyin Sutarman 20 orar® ha
Rp.525.160.000;,- ;
6. Kelompok Tani Hejo Lembok Ketua Dedi Rosadi 20 gramO ha

Rp.525.160.000,- ;

7. Kelompok.................
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putusan.masloanpaikaglagi.gMakmur  Abadi Ketua H.Ayi.S 25 orang0 ha

Rp.656.450.000,- ;
8. Kelompok Tani Mekar Jaya Ketua Yun Waras 20 orad@, ha
Rp.525.160.000;- ;
9. Kelompok Tani Sugih Ketua E.Susanto 30 orang, 6Bna787.740.000,- ;
10.Kelompok Tani Panca Jaya Ketua Ayi Dudung 20 orad@, ha
Rp.787.740.000,- ;
11.Kelompok Tani Para Tani Ketua Undang A.Suwito H&0 orang, 60 ha
Rp.787.740.000,- ;
12.Kelompok Tani Sarana Tani Ketua Undang Is. 30 @ra60 ha
Rp.787.740.000,- ;
13.Kelompok Tani Sejahtera Ketua Eep Sujana 20 oradQ, ha
Rp.525.160.000,- ;
Jumlah 305 orang 610 Rp.8.595.160.000,- ;
Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan (AepaRik,
Dadang Setia Arisandi, Aan Kurniawan) membuat RDR&€ncana Devinitif
Kebutuhan Kelompok) yang tidak dibuat dengan sealbgma dimana dalam
RDKK ke- 13 Kelompok Tani tersebut diatas adalatditedari penduduk Desa
Pangalengan, Marga Mukti Sukamah dan Marga Mekamum dalam
kenyataannya dari 13 Kelompok Tani tersebut dilswaat pernyataan dari
Kepala Desa Pangalengan seolah-olah di 13 kelormgre&but penduduk Desa
Pangalengan ;
Terdakwa Iwan Setiawan besama-sama dengan saksi Aep
Riswandi memalsukan tanda tangan para anggota kelonTani Bumi

Makmur, Hejo Lembok, Bina Marga, memalsukan puladtatangan Ketua

Kelompok..........c.........
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putusaKetainpak ddalikarg Bita Makmur, Hejo Lembok, makm#ibadi dan Tani

Sugih dan Terdakwa Iwan Setiawan memalsukan data katerangan lahan
garapan dari Perum Perhutani (berupa) ;

Saksi Aep Riswandi membuat surat pernyataan PPlsupal
petugas PPl dan kepala Desa hanya menanda targjanitidak melakukan
pengecekan kebenarannya dan juga membuat daftar regmht anggota
Kelompok Tani yang tidak benar, dimana Kelompok iTédak pernah
dibentuk dan berkumpul;

Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan AepaRiksw
Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi setelah memiBRencana Devinitif
Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah direkayasrsebut diserahkan
kepada Asep Puryatna selaku Ketua KSU Bina MadHdEiang No.1 Bandung,
selanjutnya Ketua KSU Bina Mandiri Asep Puryateaghn surat tanggal 27
April 1999 No0.034/KSU-BM/IV/1999 menyampaikan pefmoman kredit
modal kerja KUT musim tanam 1999/2000 sebesar B®53510.000,-
(delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima jlitaa ratus sepuluh ribu
rupiah) ke Bank Danamon melalui Kepala KoperasigBeaha Kecil dan
Menengah Kodya Bandung membuat rekomendasi kepaddk Banamon
dengan surat No.129-KDK/10-21/3/V/1999 tanggal 3 1899, agar diberikan
dana Kredit Usaha Tani (KUT) terhadap 305 orangfpetluas lahan 610 ha
nilai kredit Rp.8.595.510.000,- (delapan milyardimatus sembilan puluh lima
juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian &ngl1 Juli 1999 Asep
Puryatna selaku Ketua KSU Bina Mandiri menerima ditredari Bank

Danamon dengan Aksep surat sanggup Nomor 67816 saebe

Rp.8.595.510.000,-........
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putusaRpAITSETEIRE00¢.gdethpan milyar lima ratus séanbpuluh lima juta lima

ratus sepuluh ribu rupiah) dipotong dengan

1. Fee Banksebesar ..........c..cecevvviiennne. 2% setahun ;
2. Fee PPL sebesar......ccccooeviiiiiiiiiinnn.l 1% =setahun ;
3. Fee Koperasi sebesar ...........c..c.oo....... =sBftahun ;
4. Perum PKK sebesar..........c.cococeivinnnn. = 1ge%hun ;
5. Pemerintah sebesar .........ccccvvvvviieinnn.. %s&tahun ;

Potongan-potongan diatas sesuai dengan Surat EBaNm.31/17/UK tanggal
15 Januari 1999 diterima secara riil Rp.7.778.732,0 (tujuh milyar tujuh
ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empattpdua ribu delapan puluh
satu rupiah) ;
Bahwa saksi Asep Puryatna menyerahkan dana KUT yang
diterima kepada Pengurus Unit Pangalengan bertgiapsebagai berikut :
= Terdakwa lwan Setiawan bersama-sama Aep Riswarad, A
Kurniawan, Dadang Setia Arisandi tanggal 26 JulPa9
menerima uang KUT (Kredit Usaha Tani) dari Ketuallks
Bina Mandiri (Asep Puryatna) sebesar Rp.740.700-000
(tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu ami di
Pangalengan untuk 60 orang dengan luas 60 ha kamudi
uang tersebut disimpan oleh Terdakwa Ilwan Setiasedaku
Bendahara Unit Pangalengan ;
= Terdakwa Ilwan Setiawan pada tanggal 27 Juli 1999abea-
sama dengan Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi ge
Asep Puryatna di Jalan Elang No.1 Bandung memgerole

uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100 orang/anggotahaQ

= Terdakwa..............
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putusan.mahkamahegUregdakvda lwan Setiawan pada tanggal 4 Agustus @ieagan

saksi Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi dan Aep
Riswandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang Noahdiing
memperoleh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100 orang/
anggota, 100 ha ;

= Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 11 Agustus 1999
bersama-sama dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Set
Arisandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang Nodn&ung
memperoleh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100
orang/anggota, 100 ha ;

= Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 18 Agustus 1999
bersama-sama dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Set
Arisandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang Nodn&ung
memperoleh uang Rp.2.390.000.000,-;
Jumlah seluruhnya yang diterima Pengurus KSU Biaadti
Unit Pangalengan Terdakwa Ilwan Setiawan, Aan Kwaiga
Dadang Setia Arisandi dan Aep Riswandi sebesar
Rp.6.834.200.000,- (enam milyar delapan atus tigauhp
empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

= Sedangkan dana yang diterima oleh saksi Asep Raryat
Ketua KSU Bina Mandiri dari Bank Danamon sebesar
Rp.7.778.742.081,- diserahkan/disalurkan kepadaguraes
Unit Pangalengan sebesar Rp.6.834.200.000,- adsipanya
sebesar Rp.944.542.081 disalurkan kepada Kelom@mok T

oleh Asep Puryatna selaku Ketua KSU Bina Mandiri ;
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putusan.mahkamahBgbwggsetthrusnya dana KUT yang disalurkan pada Petani

melalui Ketua Kelompok Tani adalah sesuai denganKiRDatau yang

menerima dari Bank sesuai dengan pasal 6 KeputBsasama Menteri

Pertanian Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah96ldkpts/BM.

530/12/1998 ;

Nomor 21/SKB/M/XI11/1999 tanggal 9 Desember 1998 taemg Pedoman

Pelaksanaan Kredit Usah Tani (KUT) untuk intensi§ikpada palawija dan

holtikultura yang menyebutkan ;

Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencdfamdit Usaha Tani

(KUT) kepada Kelompok Tani/Petani sesuai Rekapsiuzevinitif Kebutuhan

Kelompok dalam waktu yang tepat dan jumlah danagyatuh, namun

kenyataannya Terdakwa Iwan Setiawan bersama dedggm Riswandi, Aan

Kurniawan, Dadang Setia Arisandi menyalurkan uaaggyditerimanya dari

Asep Puryatna sebesar Rp.6.834.200.000,- (endyarndelapan ratus tiga

puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) menyalu&iKelompok Tani :

1. Kelompok Tani Bina Warga dalam RDKK diusulkan ung8fkorang petani,
60 ha dengan jumlah biaya Rp.787.740.000,- (twaths delapan puluh
tujuh juta tujuh empat puluh ribu rupiah) realispetani yang mendapat
bantuan 14 orang jumlah lahan 13,5 ha jumlah dapa68.657.500,-
(seratus enam puluh enam juta enam ratus lima gujuh ribu lima ratus
rupiah) ;

2. Kelompok Tani Berdikari dalam RDKK diusulkan unt@k orang petani,
jumlah lahan 40 ha dengan jumlah biaya Rp. 5250080- (lima ratus dua
puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah)lisaai petani yang

mendapat bantuan 14 orang jumlah Ilahan 10 ha jumikma

Rp.172.830.000,-........
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putusan.nRpRARBIY009.gaseratus tujuh puluh dua juta pdelaratus tiga puluh

tujuh ribu rupiah) ;

3. Kelompok Tani Harapan dalam RDKK diusulkan untukaz@ng petani, 20
ha dengan 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- (resdisa petani yang
mendapat bantuan 13 orang jumlah Ilahan 9 ha jumdsEna
Rp.111.105.000,- (seratus sebelah juta seratusilbnaupiah) ;

4. Kelompok Tani Sarana Tani dalam RDKK diusulkan &r20 orang petani,
60 ha Rp.787.740.000,- realisasi petani yang metdagntuan 29 orang
jumlah lahan 26 ha jumlah dana Rp.320.970.00@a (tatus dua puluh juta
sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

5. Kelompok Tani Panca Jaya dalam RDKK diusulkan urOlorang petani,
40 ha Rp. 525.160.000,- realisasi petani yang npatdsantuan 12 orang
jumlah lahan 10,5 ha jumlah dana Rp.129.622.50fkfrafus dua puluh
sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu limasreupiah) ;

6. Kelompok Tani Bumi Makmur dalam RDKK diusulkan ukt@0 orang
petani, 60 ha Rp.787.740.000,- realisasi petang yaendapat bantuan 9
orang jumlah lahan 8 ha jumlah dana Rp. 98.760-5@@mbilan puluh
delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

7. Kelompok Tani Makmur Abadi dalam RDKK diusulkan ukt25 orang
petani, 50 ha Rp.656.450.000,- realisasi petang yapndapat bantuan 10
orang jumlah lahan 9,5 ha jumlah dana Rp.117.2D7-5@eratus tujuh
belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lim@sarupiah) ;

8. Kelompok Tani Hejo Lembok dalam RDKK diusulkan 2@mg petani, 40

ha Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapatuan 10 orang
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putusan.nmattam édagni rmggiaalumlah dana Rp.123.450.000rafise dua puluh tiga

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

9. Kelompok Tani Mekar Jaya dalam RDKK diusulkan 28rmy petani, 40 ha
Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapatuaané orang jumlah
lahan 5,5 ha jumlah dana Rp.67.897.500,- (enamhpulwh juta delapan
ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

10.Kelompok Tani Sugih dalam RDKK diusulkan 30 orargggmi, 60 ha Rp.
787.740.000,- realisasi petani yang mendapat bartQarang jumlah dana
Rp.246.900.000,- (dua ratus empat puluh enam jetabgan ratus ribu
rupiah) ;

11.Kelompok Tani Sejahtera dalam RDKK diusulkan 20ngrgpetani, 40 ha
Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapauaanli?2 orang jumlah
lahan 10,5 jumlah dana Rp.129.622.500,- (serataspdiuh sembilan juta
enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

12.Kelompok Tani Bumi Utama dalam RDKK diusulkan 2@Gmg petani, 40
ha jumlah dana Rp.525.160.000,- realisasi petamgy yaendapat bantuan 13
orang jumlah lahan 43 jumlah dana Rp.160.485.0@@ratus enam puluh
juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Jumlah RDKK petani, 610 ha Rp. 8.595.510.000,- ;
Disalurkan 162 petani 14,5 ha Rp. 1.745.577.500,- ;

Dana yang diterima dari Asep Puryatna Ketua KSWBitandiri JI.Elang No.1

Bandung oleh unit Pengurus KSU Bina Mandiri-Panggde yaitu Terdakwa

lwan Setiawan dengan Aan Kurniawan, Dadang SetisaAdi dan Aep

Riswandi sebesar Rp.6.834.200.000,- disalurkanlR@5.577.500,- dana yang
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p utusatidakhdisalahikau riRpg®.088.622.500,- (lima milyadagan puluh delapan juta

enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Sedangkan dana yang tidak disalurkan oleh Terdakwan Setiawan
Bendahara KSU Bina Mandiri Unit Pangalengan seb&mb6.088.622.500,-
diberikan ke pengurus lain tanpa hak yaitu Aep RV menerima
Rp.390.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Di Puncak bulan Agustus 1999 sebesar ................... Rp.100.000.000,-
2. Di Gelora bulan Agustus 1999 sebesar ...................  Rp. 5.000.000,-
3. Di Jakarta pada bulan Agustus 1999 sebesar.......... Rp. 10.000.000,-
4. Di Bandung pada bulan September 1999 sebesar......Rp. 45.000.000,-
5. Di KSU Bina Mandiri pada bulan September 1999 sab&.20.000.000,-
6. Di KSU Bina Mandiri pada bulan Nopember 1999 sebéfa10.000.000,-
7. Uang bengkel ke Jakarta..........c.ccooiiiciiciiciiiiiinenn. Rp.200.000.000,-
Saksi Aan Kurniawan Ketua KSU Bina Mandiri sebefgp.256.681.000,-

dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 30-07-1999........cciiiiiiiiiiiiiiicemeees Rp. 35.000.000,-
2. Tanggal 17-08-1999........ccciiiiiiiiiiiiiiiiminenn. Rp. 41.681.000,-
3. Tanggal 20-08-1999........ccciiiiiiiiiiiiieeeeennns Rp. 180.000.000,-

Saksi Dadang Setia Arisandi Pengawas menerima..37R{A.50.000,- :

1. Tanggal 05-08-1999.......ccciiiiiiiiiiiiieiimemeeees Rp. 20.000.000,-
2. Tanggal 06-08-1999........cciiiiiiiiiiiiiiieeaenns Rp. 5.000.000,-

3. Tanggal 08-08-1999.....cccciiiiiiiiiiiieeiimceeeens Rp. 50.000.000,-
4. Tanggal 10-08-1999.......cccciiiiiiiiiiiiiiirecaennns Rp. 65.000.000,-
5. Tanggal 11-08-1999.....cccciiiiiiiiiiiieeimmenens Rp. 28.540.000,-
6. Tanggal 14-08-1999...........ccccccuuuennn... Rp7.$30.000,-

7. Tanggal 15-08-1999.....
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putusan.micnrguad1&g08dLge9d.........cc....ooooee.. R@.0D0.000,-

Sedangkan sisanya oleh Terdakwa lwan Setiawanws8&akdahara KSU Bina

Mandiri sebesar Rp.4.068.791.500,- (empat milyaanerpuluh delapan juta

tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratusakptelah diserahkan kepada :

1. Saksi Nandang Rihimat sebesar...................... Rp. 74.690.000,-
2. Saksi Eep Sujana sebesar..............ooii e Rp. 123.450.000,-
3. Saksi H.Ayi Sugianto .........ccceeviiiiiiii e e Rp. 58.000.000,-
4. Saksi Asep Darmawan .........c.cccuieviiiiiiaeaan Rp. 61.000.000,-
5. Saksi Drs.Mulyana Adji .....c.cccoiviiiiiiiiiiinn.. Rp. 390.000.000,-
6. Saksilr.Kurnianto.........cocovieiiiiiiiiiiiiicianen. Rp.1.500.000.000,-
7. Saksi Ejen Januar...........oocoiiiiiiiiiiiee Rp. 500.000.000,-
Jumlah seluruhnya sebesar..............ccooeiennn.. Rp.3.712.709.800,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp.374.081.700,- (tigmtrauh puluh empat juta
delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) telmumhkan untuk kepentingan
pribadi Terdakwa ;

Bahwa selain itu Terdakwa Ilwan Setiawan bersama Risprandi pada saat

membagikan KUT juga telah melakukan :

- Pemungutan untuk biaya administrasi sebesar 1% akeat/ha yaitu sebesar
Rp.120.000,-/ha, jadi jumlah seluruhnya sebesat ®p000,- x 14,5 ha =
Rp.17.460.000,- ;

- Melakukan pemotongan sebesar Rp.350.000,- pert gh&e jadi jumlah
seluruhnya sebesar Rp. 350.000,- x 14,5 ha = g25MO0O0,- ;

- Terdakwa Ilwan Setiawan juga telah mengambil kewgdanordari penjualan
bibit kentang dimana harga umum Rp.6.000,-/kg, dlefdakwa telahdijual

seharga Rp.9.000,-/kg sehingga terdapat selisiln3.600D,- sedangkan

keperluan......................
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putusan.nkepednanabimighgoadalah 200 kg sehingga keuntungag diterima oleh

Terdakwa Iwan Setiawan sebsar 200 kg x Rp.3.000,14)5 ha =
Rp.87.300.000;,- ;
- Terdakwa Ilwan Setiawan bersama-sama dengan AepaRisvyuga telah

melakukan pemotongan berupa :

e Simpanan Pokok ............ Rp. 10.000,-
e Simpanan Wajib............. Rp. 24.000,-
e Simpanan Berjangka........ Rp. 400.000,-
Jumlah ... Rp. 4®00 x 14,5 ha =

Rp.63.147.000,-

- Terdakwa Ilwan Setiawan juga tidak menyetor hagiagéan pembayaran
dari anggota Kelompok Tani yang telah diterima &ur.Engkos Koswara
pegawai Terdakwa Rp.36.900.000,- dari saksi Dad&egia Arisandi
sebesar Rp.53.000.000,- ;

- Terdakwa lwan Setiawan telah mengambil 14 pakeaetkuh@ orang petani
yang telah menanda tangani surat pengakuan utangalj seluruhnya
Rp.172.830.000,- ;

Bahwa dari jumlah KUT yang tidak disalurkan olehrdakwa
lwan Setiawan sebesar Rp.5.088.622.500,- (limaamidelapan puluh delapan
juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus h)pd@ditambah potongan-
potongan sebesar Rp.381.652.000,- maka jumlah usewiya sebesar
Rp.5.470.184.500,- (lima milyar empat ratus tujuliup juta seratus delapan
puluh empat juta lima ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lwan Setiawan rhEgara

cqg. Bank Indonesia dirugikan sebesar Rp. 5.4706084- (lima milyar empat
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putusaratmshikgunapagumgigo sdratus delapan puluh efupatliima ratus rupiah) atau

sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Iwan Setiawan bin H.Oman dialtam
diancam dalam pasal 1 ayat (1) sub.c jo pasal 2Z&hmUndang No.3/1971 jo
pasal 415 jo pasal 64 ayat (1), pasal 55 ayakK@HPidana ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum taB2gdanuari 2003

yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Setiawan bin H.Oman secah dan
meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana : “Sachersama-sama
melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan asecberlanjut”
sebagaimana diatur dan diancam pasal 1 ayat (13 gupasal 28 UU No.3
tahun 1971 jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayaKUHP dalam dakwaan
primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Setiawian H.Oman
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahumarpepptong tahanan
sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar denda sebe24ax. 300.000,-
(dua puluh jut arupiah) Subsidair 6 (enam) bulamukgan ;

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar uang penggaiesar
Rp.2.647.893.000,- (dua milyar enam ratus empaulpubjuh juta
delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. a. 1 (satu) buku Rencana Difinitif Kebutuhandfepok Tani (RDKK)

dari KSU Mandiri Bandung ;

b. Kwitansi-kwitansi :

1. Tanggal..................

Disclaimer
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putusan.mahkamahagungmalioZé Juli 1999 Rp. 740.700.000,-
2. Tanggal 27 Juli 1999 Rp. 1.234.500.000,-
3. Tanggal 4 Agustus 1999 Rp. 1.234.500.000,-
4. Tanggal 11 Agustus 1999 Rp. 1.234.500.000,-
5. Tanggal 18 Agustus 1999 Rp. 2.000.000.000,-
6. Tanggal 7April 1999 an.Dheny H Rp. 3.500.,000
7. Tanggal 14 April 1999 an.Dheny H Rp. 1.500.0
8. Tanggal 20 April 1999 an.Dheny H Rp. DO, -

9. Tanggal 24 April 1999 an.Dheny H Rp. 1.000.0
10. Tanggal 7April 1999 an.Dheny H Rp. 500.00
11. Tanggal 7April 1999 an.Dheny H Rp. 50.000,000
12. Tanggal 7 April 1999 an.Dheny H Rp. 25.000,00
13. Tanggal 7April 1999 an.Dheny H Rp. 25.000,000
14. Tanggal 7 April 1999 an.Dheny H Rp. 20.000.00
15. Tanggal 3 Juli 1999 an.Eddylus Rp. 30.000$,-00

16. Tanggal 7 September 1999 an.Endang H Rp. Q®00,-
17. Tanggal 28 Mei 2000 an.E. Sudirman Rp. 110.7@m-0O
18. Tanggal 2000 an.lwanuddin Rp. 7.8G64a,-
19. Tanggal 4 Oktober 2000 an.Aep Riswandi Rp. 000.000,-
20. Tanggal 2000 an.Aan Kurniawan Rp. Q@.000,-
21. Tanggal 17 Nopember 1999 an.Aan
Kurniawan Rp. 2.000.000,-

22. Tanggal 11 Juni 1999 an.lwan Setiawan Rp. .538000,-
23. Tanggal 13 Agustus 1999 an.lwan Setiawan Rp38.893.000,-

24. Tanggal 18 Agustus 1999 an.lwan Setiawan Rp30.000.000,-
c. 1.1 (satu) buku........
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putusan.mahkaniahagisag) butku Daftar yang menerima KUT (amgd<operasi Bina

Mandiri 1 (satu) buku ;
2. 1 (satu) buku hijau pengembalian uang KUT ;
3. 1 (satu) buku kuning absen kelompok ;

4. 1 (satu) buku biru daftar kelompok ;

Disita dari saksi Asep Puryatna pada hari Kamigdah23 Nopember

2000 ;

5. 1 (satu) lembar surat garapan tretanggal 12 API9] disita dari saksi
H.Surjaman pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2000

6. Surat Keterangan penggarapan tanah Perhutani tab@déaret 1999 1
(satu) lembar ;

7. Surat susunan pengurus Kel.Tani Hutan (KTH) Haruekaf tanggal 12
Maret 1999, 1 (satu) lembar disita dari Taryo bil Sutanto pada hari
Kamis tanggal 30 Nopember 2000 ;

- Surat susunan pengurus Kel.Tani Hutan (KTH) Harunekaf
tanggal 12 Maret 1999 1 (satu) lembar ;

- Surat Keterangan penggarapan tanah Perhutani tadg@gdaret
1999 1 (satu) lembar, Surat susunan pengurus KelHatan (KTH)
Harum Tani tanggal 12 Maret 1999 1 (satu) lembar ;

- Surat susunan pengurus Kel.Tani Hutan (KTH) Harwgilstanggal
12 Maret 1999 1 (satu) lembar ;

- Surat susunan pengurus Kel.Tani Hutan (KTH) HarayaXanggal
12 Maret 1999 1 (satu) lembar ;

- Kertas kosong dari Koperasi Bina Mandiri 1 (saamlbar ;

- Kertas......cooooviiiiiiinn.
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putusan.mahkankareagikpgong kop (poto kopi) susunan pengurusTekel. Hutan

(KTH) tertanda Daud, S.Ag, dan Taryo 1 (satu) lemba

- Tugas dan kewajiban pengurus dan anggota dalamep#ramgan

Kel.Tani Hutan (KTH) tanggl .... tahun 1992 2 (dieambar ;

- Perjanjian kerjasama kemitraan pembuatan tanamtaraaerum

Perhutani dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) tanggfalOktober

1999 5 (lima) lembar ;

- Kwitansi pembayaran :

1. Kel Tani
2. Kel Tani
3. Kel Tani
4. Kel Tani
5. Kel Tani
6. Kel Tani
7. Kel Tani
8. Kel Tani
9. Kel Tani
10.Kel Tani

Berdikari 1 (satu) lembar ;

Bina Warga 1 (satu) lembar ;
Bumi Makmur 1 (satu) lembar ;
Bumi Utama 1 (satu) lembar ;
Harapan 1 (satu) lembar ;
Hejo Lembok 1 (satu) lembar ;
Makmur Abadi 1 (satu) lembar ;
Panca Jaya 1 (satu) lembar ;
Sarana Tani 1 (satu) lembar ;

Panca Jaya 1 (satu) lembar ;

11.Kel Tani Sarana Tani 1 (satu) lembar ;

12.Kel Tani Sejahtera 1 (satu) lembar ;

13.Kel Tani diluar RDKK 1 (satu) lembar ;

- Pengambailan Bendahara ;

- Kwitansi :

Aan Kurniawan sebagai Ketua :

1. tanggal 30 Juli 1999 Rp. 35.000.000,-

Disclaimer
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putusan.mahkamah2g waggwali¢0 Agustus 1999 Rp. 180. 000.000,-

Dadang Setia Arisandi

1. tanggal 5 Agustus 1999 Rp. 20.000.000,-
2. tanggal 6 Agustus 1999 Rp. 5. 000.000,-
3. tanggal 8 Agustus 1999 Rp. 50. 000.000,-
4. tanggal 10 Agustus 1999 Rp. 65. 000.000,-
5. tanggal 11 Agustus 1999 Rp. 28. 000.000,-
6. tanggal 14 Agustus 1999 Rp. 187. 000.000,-
7. tanggal 15 Agustus 1999 Rp. 17.000.000,-

Nandang Ruhimat :

1. tanggal 27 Juli 1999 Rp. 10. 000.000,-
2. tanggal 31 Juli 1999 Rp. 25.000.000,-
3. tanggal 12 Agustus 1999 Rp. 24. 690.000,-
4. tanggal 14 September 1999 Rp. 5. 000.000,-
5. tanggal 2 Oktober 1999 Rp. 5.000.000,-
6. tanggal 15 Oktober 1999 Rp. 3. 000.000,-
7. tanggal 10 Oktober 1999 Rp. 2. 000.000,-

lwan setiawan

1. tanggal 8 Agustus 1999 Rp. 37.035.000,-
2. tanggal 12 Agustus 1999 Rp. 34. 379.500,-
3. tanggal 12 Agustus 1999 Rp. 143. 431.000,-

E. Suherman

tanggal 27 Juli 1999 Rp. 123. 450.000,-
Eep Sujana
tanggal 28 Juli 1999 Rp. 104. 210.000,-
Totong ....ceceeneen.
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putusan.mahkarnTaittaggng.go.id

tanggal 27 Juli 1999 Rp. 50. 000.000,-

lyus Hadiman

tanggal 28 Juli 1999 Rp. 125. 052.000,-
Ayi.S

tanggal 2 Agustus 1999 Rp. 62.526.000,-
Iri Sopari

tanggal 2 Agustus 1999 Rp. 114. 630.000,-

Usep Juju W.

tanggal 5 Agustus 1999 Rp. 50. 000.000,-
H. Enjang
tanggal 1 Agustus 1999 Rp. 11.107.750,-

Dadang Sujana
tanggal 2 Agustus 1999 Rp. 24.072.000,-

H.Wiesman

tanggal 8 Agustus 1999 Rp. 6. 500.000,-
Dede. S
tanggal 11 Agustus 1999 Rp. 6. 300.000,-

M.Hj. Ai Sadiah :
tanggal 11 Agustus 1999 Rp. 10. 421.000,-
Desti Sapari :
tanggal 19 Agustus 1999 Rp. 25. 000.000,-
3. Buku Merah KoperasiSerba Usaha Mandiri ;
Surat-Surat :

1. Kel Tani Berdikari MT 1999/2001 ;
2. Kel Tani ................
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putusan.mahkamahagung2go kel Tani Bina Warga MT 1999/2001;

3. Kel. Tani Bumi Makmur MT 1999/2001;
4. Kel. Tani Bumi Utama MT 1999/2001,;

5. Kel. Tani Harapan MT 1999/2001;
6

Kel. Tani Hejo Lembok MT 1999/2001;

N

Kel. Tani Makmur Abadi MT 1999/2001,;
8. Kel. Tani Mekar Jaya MT 1999/2001;
9. Kel. Tani Sugih MT 1999/2001,;

10. Kel. Tani Panca Jaya MT 1999/2001;
11. Kel. Tani Sarana Tani MT 1999/2001;
12. Kel. Tani Sejahtera MT 1999/2001;

13. Kel. Tani Peretang MT 1999/2001;

2. 1. Faktur tanggal 2 Oktober 1999 an.Eems. F3p0D®.000,-
2. Faktur tanggal 8 Oktober 1999 an.Eems. Rp.P0000,-
3. Faktur tanggal 10 Oktober 1999 an.Eems. RpORO7000,-
4. Faktur tanggal 22 Oktober 1999 an.Eems. RpOOB7000,-
5. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp000.000,-
6. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp000.000,-

7. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp500.000,-
8. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. IRP00.000,-
9. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp000.000,-
10. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. 1RE00.000,-
11. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. RpE00.000,-
12. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. RpE00.000,-

13. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp100.000,-
14. Kwitansi tanggal......
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putusan.mahkamah awitangotahggal 30 September 1999 an.Eems. Rp500.000,-

15. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rpt00.000,-
16. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. R@EpB00.000,-
17. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. R@EB00.000,-
18. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. R@{L00.000,-
19. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. R@AL19.700,-
20. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. RE00.000,-
21. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. RBE00.000,-
22. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp000.000,-
23. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. RBE00.000,-
24. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. 1R®p000.000,-
25. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. FRE00.000,-
26. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. 1®E00.000,-
27. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp000.000,-
28. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems1d®E00.000,-
29. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp000.000,-
30. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. FRE00.000,-
31. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Bp000.000,-
32. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp000.000,-
33. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. REP00.000,-
34. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. 43500.000,-
11. Surat perhitungan kerjasama proyek PT.PendietatMdengan SPK
Nomor : 185/SPK/INT/VIII/1999 posisi/20 Agustus P9
12. Surat perhitungan kerjasama proyek PT.PendietatMdengan SPK

Nomor : 189/SPK/INT/VIII/1999 posisi/l Septembe®99 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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. . 47 . .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.nmabkmygamagintgtgdadpir dalam berkas perkara;

3. 1 (satu) buah Akta jual beli Nomor 449/JB/1388s nama pihak
pertama Ny.Tirah sebagai penjual dan pihak keduaingm
sebagai pembeli;
dikembalikan kepada H. Aming ;

4. 2 (dua) buah sertifikat rumah masing-masing blo8HM 2065
terletak di Kelurahan Cigerlereng Kodya Bandungs atama
Bambang Harjito dan Nomor SHM dan 1301 Kelurahatepani
atas nama Ny.Geni Radiasi Moerwani ;
dikembalikan kepada saksi Bambang Harjito dan Mgi®Radiasi
Moerwani ;

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pik Up NolmD- AA,
Nomor Rangka L 3000-028420, Nomor Mesin 4G33054395
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King tahua7l8lomor
Pol.B-3077-JK, Nomor Mesin 3K-32-455 Nomor Sasis 34BK
KA-006-VIKA-34-7492 dan satu buah kunci kontak ;
dirampas untuk Negara Cq. Bank Indonesig

4. Menetapkan supaya Terdakwa Iwan Setiawan bin HrOmmaembayar
biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rugiah)

dengan memperhatikan pasall ayat (1) sub.a jo g8sdhdang-Undang No.3

tahun 1971 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal & éy) KUHP dan peraturan

lain yang bersangkutan Terdakwa telah dinyatakarrsadbah melakukan

kejahatan seperti tercantum dalam putusan Peagabliegeri tersebut yang

amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan..............

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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. . 8 . .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusah.mdMe@yatdicunieyodattwa Iwan Setiawan bin H.Oman secaia dan

meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatagan@i : “Secara

bersama-sama melakukan tindak pidana korupsiasbealanjut”;

2. Menghukum ia Terdakwa tersebut diatas oleh kamenadengan pidana
penjara selama 5 (lima) tahun penjara ;

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar denda sebps20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulamukgan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar uang penggseliesar
Rp.4.655.122.500,- (empat milyar enam ratus limlalplima juta seratus
dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani d&ldakwa akan
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintah supaya Terdakwa ditahan ;

7. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perisebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel berisi 21 lembar kwitansi Kelompidni Berdikari
nilai nominal Rp.197.350.000,- (seratus sembilalulpdujuh juta tiga
ratus lim puluh ribu rupiah);

2. 1 (satu) bendel berisi 17 lembar kwitansi Kelomgaini Bina Warga
nilai nominal Rp.209.831.000,- (dua ratus sembilgnh juta delapan
ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

3. 1 (satu) bendel berisi 14 lembar kwitansi Kelomp®d&ni Bumi
Makmur nilai nominal Rp.148.027.000,- (seratus atmuluh delapan

juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
4.1 (satu).eceeeeinineacennen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkangsaagusendelitherisi 13 lembar kwitansi Kelompaki Bumi Utama

10.

11.

nilai nominal Rp.160.485.000,- (seratus enam puyluth empat ratus
delapan puluh lima ribu rupiah);

1 (satu) bendel berisi 20 lembar kwitansi Kelompaki Harapan nilai
nominal Rp.191.194.500,- (seratus sembilan pulul g#a seratus
sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

1 (satu) bendel berisi 15 lembar kwitansi Kelompaki Hejp Lembok

nilai nominal Rp.178.985.000,- (seratus tujuh pulujoh delapan juta
sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

1 (satu) bendel berisi 15 lembar kwitansi Kelompidni Makmur

Abadi nilai nominal Rp. 178.985.000,- (seratusulujpuluh tujuh

delapan juta sembilan ratus delapan puluh limaniipiah);

1 (satu) bendel berisi 14 lembar kwitansi Kelomga@ii Mekar Jaya
nilai nominal Rp.166.572.000,- (seratus enam puwobm juta lima
ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

1 (satu) bendel berisi 21 lembar kwitansi Kelomgani Sugih nilai

nominal Rp.253.055.000,- (dua ratus lima puluh tigsa lima puluh

lima ribu rupiah);

1 (satu) bendel berisi 14 lembar kwitansi Kelomgani Panca Jaya
nilai nominal Rp.154.261.500,- (seratus lima pukmmpat juta dua
ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

1 (satu) bendel berisi 29 lembar kwitansi Kelomgaki Sarana Tani
nilai nominal Rp.333.247.000,- (tiga ratus tiga luputiga juta dua

ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

12. 1 (satu).........cocu..
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putusan.makkam@ahaagubgdeldberisi 17 lembar kwitansi Kelompani Sejahtera

nilai nominal Rp.160.349.000,- (seratus enam pylth tiga ratus
empat puluh sembilan ribu rupiah);

13. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama Bendahara dametaels nilai
nominal Rp.172.830.000,- (seratus tujuh puluh dyahtjuta delapan
ratus tiga puluh ribu rupiah);

14. 1 (satu) bendel diluar RDKK berisi 14 lembar kwganilai nominal
Rp.216.020.000,- (dua ratus enam belas juta dudnpildu rupiah);

15. 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan garatssreama Adar dan
Ma’'mun masing-masing tertanggal 12 April 1999 ;

16. 1 (satu) lembar kesepakatan kerja tertanggal 271999 atas nama
Dadang Seetia Arisandi, aan Kurniawan, lwan Setiawlan Aep
Riswandi ;

17. 2 (dua) exemplar Surat Perjanjian Kerjasama masiaging Nomor :
185/Pm.Int/SPK/VIII/99 tanggal 22 Agustus 1999 ddomor : 189/
Pm.Int/SPK/VIII/99 tanggal 1 September 1999 atasna Ir.Dwi
Kurniato sebagai pihak pertama danNy.Neneng Susilasebagai
pihak kedua serta 1 (satu) lembar foto copy suaada terima
pembayaran utang senilai Rp.425.000.000,- (empgats rdua puluh
lima juta rupiah) tertanggal 31 Juli 1999 ;

18. 1 (satu) bendel berisi :

a. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KSkhhaBvandiri
sebesar Rp.740.000.000,- (tujuh ratus empat pulhh jupiah)
ditanda tangani oleh Dadang Setia Arisandi, AepvRisli dan Aan

Kurniawan tertanggal 26 Juli 1999 ;
b. 1 (satu)......ccceveeeenn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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. . 51 . .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahésato) Jgmitar kwitansi penerimaan uang dari KShaBviandiri

sebesar Rp.1.234.000.000,- (satu milyar dua ragaspuluh empat
juta rupiah) ditanda tangani oleh Dadang Setiasarili, Aep
Riswandi dan Aan Kurniawan tertanggal 27 Juli 1999

c. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KSkhhaBvandiri
sebesar Rp. 1.234.000.000,- (satu milyar dua tagaspuluh empat
juta rupiah) ditanda tangani oleh Aan Kurniawantateggal 4
Agustus 1999 ;

d. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KSkhBJvandiri
sebesar Rp. 1.234.000.000,- (satu milyar dua tagaspuluh empat
juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 1999 ;

e. — Daftar anggota kelompok tani Bina Waraga, Bemiikaarapan,
Sarana Tani, Panca Jaya, Bumi Makmur, Makmur abdae€io
Lembok, Mekar Jaya, Sugih, Sejahtera dan Bumi Utama

— 1 (satu) lembar daftar kelompok yang menerimalikré& (satu)
lembar realisasi pencairan, 4 (empat) lembar pggiamg
jawaban SPH tertanggal 20 September 1999, Daftaam@anggota
baru, penghasilan unit/koordinator, 1 (satu) lemliantansi
penerimaan fee dari KSU Bina Mandiri yang ditandagtani
lwan Setiawan ;

19. 1 (satu) bendel berisi daftar anggota yang merserkiUT Bina

Mandiri untuk 13 kelompok ;

20. 1 (satu) bendel foto copy daftar nama anggotantge@ta kelompok

tani KSU Bina Mandiri;

21. 3 (tiga)....ccevvvmeenens

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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. . 52 . .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkan(tibay kvgitaasd penerimaan uang dari KSU Bina Mliansejumlah

Rp.59.690.000,- (lima puluh sembilan juta enamsaembilan puluh

ribu rupiah) ;

22. 1 (satu) bendel berisi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.

2.

1 (satu) lembar rekapitulasi tagihan di Majalengka

1 (satu) lembar faktur KSU Mitra Usaha Perkasa 42 t
kentang seharga Rp.108.000.000,- (seratus delaptn |
rupiah) tertanggal 2 Oktober 1999;

1 (satu) lembar faktur KSU Mitra Usaha Perkasa @4 t
kentang seharga Rp.216.000.000,- (dua ratus enkas lpata
rupiah) tertanggal 8 Oktober 1999;

1 (satu) lembar faktur KSU Mitra Usaha Perkasa @3 t
kentang seharga Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh |
rupiah) tertanggal 10 Oktober 1999;

1 (satu) lembar faktur KSU Mitra Usaha Perkasa peliaup
obat seharga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh fu@ah)
tertanggal 22 Nopember 1999;

1 (satu) lembar faktur kwitansi terima uang dariaiw
Setiawan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiditdnda
tangani oleh Eem S. tertanggal 30 Nopember 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Ilwan &edn
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditaadgani oleh

Eem S. tertanggal 4 Desember 1999 ;

8.1 (satu)....ccouvnueeennn...
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. . 53 . .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamah@guhgsatigl lembar kwitansi terima uang dari lwanizSetn

sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ndbta
tangani oleh Eem S. tertanggal 10 Desember 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Ilwanic®edn
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)ndi@aangani
oleh Eem S. tertanggal 17 Desember 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Ilwanic®edn
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditaswgani oleh
Eem S. tertanggal 19 Desember 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Ilwanié®en
sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiati)anda
tangani oleh Eem S. tertanggal 22 Desember 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Ilwanié®en
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditasdgani oleh
Eem S. tertanggal 25 Desember 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Ilwanic®edn
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditasmgani oleh
Eem S. tertanggal 7 Januari 2000 ;

1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Ilwanic®ein
sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus rpiah)
ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 11 Jan0ao 2

1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Ilwanic®edn
sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) ditaswgani oleh

Eem S. tertanggal 4 Februari 2000 ;

16. 1 (satu).....cceveeeen...

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Direktori Putusan Mahkamaﬁ“Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahkguhgsatigl lembar kwitansi terima uang dari lwanizSetn

sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) anda
tangani oleh Eem S. tertanggal 4 Februari 2000 ;

1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Ilwanic®edn
sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ndidatangani
oleh Eem S. tertanggal 5 Februari 2000 ;

1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Ilwanic®edn
sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ndidgatangani
oleh Eem S. tertanggal 8 Februari 2000 ;

1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Ilwanié®en
sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribamypditanda
tangani oleh Eem S. tertanggal 21 Februari 2000 ;

1 (satu) lembar surat pesanan Koperasi Mitra Usarkasa
Jl. Waas No0.6 Bandung berupa pupuk SP-28 dan Eeolit
seharga Rp.119.700.000,- (seratus sembilan bdeastyjuh
ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari lwan Setiawan sebesa
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda tangaheh
Nandang Rohmat tertanggal 14 September 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari lwan Setiawan sebesa
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditanda tangaheh
Nandang Rohmat tertanggal 2 Oktober 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Ilwan Setiawan sebesa
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditanda tanganého

Nandang Rohmat tertanggal 5 Oktober 1999 ;
24. 1 (satu).......covvcveennn

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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putusan.mahkamah2guhg@atd) lembar kwitansi dari Iwan Setiawan sebesa

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditanda tangaldh o
Nandang Rohmat tertanggal 10 Nopember 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Ilwan Setiawan sebesa
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditanda tangaeh
A.Kurnia tertanggal 5 Agustus 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari KSU Bina Mandiri gan
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)ndiaangani
oleh Asep Kurnia tertanggal 20 Agustus 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari lwan Setiawan sebesa
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda tangahéh
A.Kurnia tertanggal 25 Agustus 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari lwan Setiawan uaebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditanda aangleh
A.Kurnia tertanggal 26 Agustus 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari KSU Bina Mandiri gan
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditaadgani oleh
Asep Kurnia tertanggal 10 September 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari lwan Setiawan uaebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandgaanoleh
Aming tertanggal 24 September 1999 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari lwan Setiawan uaebesar
Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiatijanda

tangani oleh Aming tertanggal 24 September 1999 ;

32. 1 (satu)...c.cevuvicmn.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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putusan.mahkamah@guhgspatu)l lembar kwitansi dari lwan Setiawan uaabesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda tangaleh Dana
tertanggal 25 Agustus 1999;

33. 1 (satu) lembar kwitansi dari lwan Setiawan uaabesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda tangadaeh Samsu
tertanggal 14 September 1999 ;

34. 1 (satu) lembar kwitansi dari lwan Setiawan uaabesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditanda tangaldh
H.Amirudin tertanggal 20September 1999 ;

35. 1 (satu) lembar kwitansi uang dari Enang Tarmabesar
Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ditanda tangbeh Asep
Daryatno tertanggal 28 Agustus 1999 ;

36. 1 (satu) lembar kwitansi dari lwan Setiawan uaabesar
Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratba rupiah)
ditanda tangani oleh Asep Puryatna tertanggal gAsfus
1999 ;

23. 1 (satu) bendel berisi :

1. RDKK, permohonan KUT, surat kuasa, daftar anggota
kelompok, surat pernyataan PPL, surat kuasa kelkrygoa
kepada Pengurus Koperasi Bina Mandiri Pusat, dafhalir
taat anggota, surat keterangan kepala desa, suadak
pengajuan/pencairan KUT musim tanam 1999-2000 dem f
copy anggoata kelompok tani Makmur Abadi, MekarajJay

Tani Sugih, panca Jaya, Para Tani, Sarana Tars€ejmtera;

2.1 (satu)..ceeeeiiaaennn...
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putusan.mahkamahaguhggati) lembar foto copy kwitansi dari ...... uasEpesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditanda tangdeh

Aja tertanggal 19 Juni 1999 ;

1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Dede Rositmg

sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiddda
tangani oleh ....... tertanggal 19 Juni 1999 ;

1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ny.Hj.Enalng

sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiatgnda
tangani oleh Enjah tertanggal 19 Juni 1999 ;

1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Carlinangaebesar
Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditanda tangaleh lis

Dania tertanggal 19 Juni 1999 ;

1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Abas Sulsrmang
sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupigdbhhdh
tangani oleh ....... tertanggal 19 Juni 1999 ;

1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ai Halimaiang

sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiaandh
tangani oleh Haris tertanggal 19 Juni 1999 ;

1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ny.Aan Yuale
uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juygehju
ditanda tangani oleh Abey tertanggal 19 Juni 1999 ;

1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari ....... gasebesar
Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditanda tanganhkeh

Suhendri tertanggal 19 Juni 1999 ;

10. 2 (dua@).....ccceveeennens
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putusan.mahkamahkguaddymjdexemplar foto copy perjanjian kerjasamagearkop

surat Wahana Tani Mukti, agrobisnis, peternakankaean,
perdagangan umum tanggal 20 April 1999 ditanda aaing
oleh Aan Kurniawan, sebagai pihak pertama dan Asep
Puryatna sebagai pihak kedua dikembalikan kepada
Kejaksaan Negeri Bale Bandung untuk dijadikan bdatam
perkara lain;

* 1 (satu) bendel berisi :

a. 2 (dua) buah sertifikat asli dan foto copy masirmmsing No.SHM
2065 terletak di Kelurahan Cigereleng Kodya Banddag SHM
1301 terletak di Kelurahan Antapani Kodya Bandurig mama
Bambang Harjito dan Ny.Geni Radiasi Murwani ;

b. 1 (satu) lembar surat ijin mendirikan bangunan atama pemohon
Ny.Euis Supiati Anwar ;

c. 2 (dua) lembar gambar denah bangunan ;

d. 1 (satu) lembar surat dinas pengawasan pembangdeartanggal 28
Januari 1986 ;

e. Masing-masing 1 (satu) lembar foto copy KTP, rekgniPAM,
rekening listrik, tanda bukti pembayaran layanaheksihan, SPPT
tahun 1999/2000 atas nama Bambang Harjito dan Endamvar
kembalikan kepada Bambang Harjito ;

- 1 (satu) buah akta jual beli N0.449/JB/89 atas npihak pertama
Ny.Tirah sebagai penjual dan pihak kedua Aming gaebembeli ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pik Up warnajan muda

metalik lengkap dengan ban serep No.Polisi.DAA,.- Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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putusan.mahkanReragkan §.00d028420, Nomor Mesin 4G33054395 dasaflu) unit

Sepeda Motor Yamaha RX King tahun 1997 Nomor PBHS8D77-

JK, Nomor Mesin 3-K.32-455 Nomor casis MH.3-3K KA&

VIKA-34-7492 berikut kunci kontaknya dirampas unnggara ;
putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banelialg dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Jawa barat di Bandung denganspotwa tanggal 9
September 2003 No0.85/Pid.B/2003/PT.BDG yang amagklapnya berbunyi
sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntutni odan
Terdakwa tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung,
tanggal 27 Peberuari 2003 Nomor : 704/Pid.B/2PN1BB.,
yang dimintakan banding tersebut ;

- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalarmkét
banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratusihyp

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Non@dr

Akta Pid/2004/PN.BB, yang dibuat oleh Panitera pBéagadilan Negeri di
Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tan@gahrduari 2004 Jaksa
pada Kejaksaan Negeri di Bale Bandung telah mekgajpermohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan ka$asior :

01/Akta Pid/2004/PN.BB, yang dibuat oleh PanitemdgpPengadilan Negeri di

Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggaanbari 2004

Pemohon.....................

Disclaimer
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putusaRemabiham dasasiflgodakwa telah mengajukan permohokasasi terhadap

putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Febru@d 2ari Jaksa
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima dikepanitelPsangadilan Negeri di
Bale Bandung pada tanggal 9 Februari 2004;

Memperhatikan pula risalah kasasi bertanggal l1@&alar2004
dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atamand@derdakwa juga
sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan siarsd khusus bertanggal 8
Januari 2004 risalah kasasi mana telah diterima&pdikiteraan Pengadilan
Negeri di Bale Bandung pada tanggal 16 Januari;2004

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersddblaih
diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi masisgighpada tanggal 30
Desember 2003 dan pada tanggal 21 Januari 200patanPemohon Kasasi
mengajukan permohonan kasasi masing-masing padgaiab Januari 2004
dan pada tanggal 30 Januari 2004 serta risalahsikgaatelah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bale Bandung mgasiasing pada tanggal
16 Januari 2004 dan pada tanggal 9 Februari 20Q4gaghe demikian
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasaelaya diajukan dalam
tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menuruangruhdang, oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut formil ddipaxtima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajuddamm
Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada pokokagdah sebagai

berikut:
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putusan.mahkamahBgbwg.goPéngadilan Tinggi telah kurang cukup dalam

mempertimbangkan berat ringanya pidana yang datutyakni

dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan pensimgan

dalam penyaluran dana KUT pada KUD Bina Mandirituni

Pangalengan Kab.Bandung periode tahun 1999/2000g yan

menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp.5.470.084r8@ka

seharusnya Majelis mempertimbangkan kerugian Negglbasar

Rp.5.470.184.500,- tersebut adalah jumlah yang pukeasar

untuk ukuran daerah Kab.Bandung, sehingga hal betrsakan

menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi rakysgudmya
para petani yang hidup di pedasaan, serta putaessebut tidak
membuat jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajuddan

Pemohon Kasasi ll/Terdakwa pada pokoknya adaladgseberikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap
pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung pada
halaman 56 yang mengambil alih pertimbangan Pelagadi
Negeri Bale Bandung menjadi pertimbangannya sendir
sebagaimana yang tertuang pada alinea ke-2 daia &ed ;
Demikian juga sangat keberatan atas pertimbangdminmu
Judex facti Pengadilan Negeri Bale Bandung padanian
80 alinea ke-2, oleh karena telah ternyata pertimgaa
hukum yang demikian telah bertentangan dengan tketen
Undang-Undang No.31 tahun 1999 yakni pasal 44 BHb V

yang secara tegas menyatakan : “Pada saat mulakilmeya

undang-undang..............
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putusan.mahkamahagumglgngdindang ini, maka Undang-Undang No.31 talae® 1

tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lesambar
Negara tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Begar
No0.2958) dinyatakan tidak berlaku ; Dengan dasditafa
yuridis yang dimaksud, maka secara jelas dan t€gedakwa
tidak dapat dituntut dan diadili dengan Undang-Udalo.3
tahun 1971 yang telah secara tegas dinyatakarh siakk
berlaku, sedangkan dalam kaitannya dengan keteptasal 1
ayat (2) KUHP, jelas tidak dapat diterapkan dalasnkara
Terdakwa dan hal ini bukan menguntungkan Terdakema d
akan tetapi justru sangat merugikan, oleh karenksuathdari
ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP adalah, apabilausaerkara
sedang berjalan dalam proses Pengadilan, apakam dal
tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi yamgucdéan
terjadi perubahan perundang-undangan. Maka barulah
digunakan ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP dimakgadg
ancaman hukumannya yang menguntungkan Terdakwa ;
Bahwa akan tetapi tidak demikian dengan perkaraakava,
yang mana Terdakwa diajukan kehadapan persidanigdn o
Jaksa Penuntut Umum pada bulan Nopember 2002tiimyaa
yang harus dijadikan dasar dakwaan haruslah meaggun
ketentuan Undang-Undang No0.31 tahun 1999 yang lvena
telah berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999 dan oleh

karenanya maka jelas Undang-Undang No.3 tahun ti@ak
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putusan.mahkamahaguapg.dijadikan sebagai dasar dakwaan untuk mengadi

Terdakwa dalam perkara ini ;
Bahwa untuk konkritnya dapat dilihat putusan Mah&bhm
Agung-RIl No.72 K/Kr/1970 tanggal 27 Mei 1972, kamen
dicabutnya UU No.12 tahun 1964 dengan UndangUndang
Nomor 12 tahun 1971, maka terhadap Terdakwa dipdddn
pasal 1 ayat (2) KUHP sehingga Terdakwa harus aklegn
dari segala tuntutan hukum” ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pentanba
Judex facti Pengadilan Negeri Bale Bandung, padanitan
80, alinea ke-3, oleh karena telah ternyata pesimghn
hukum yang demikian tidak berlandaskan pada keae&ntu
yuridis formal, dengan suatu realita yang mana dlesc
dihadapkan dan didakwa dihadapan Pengadilan bekdasa
atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-
03/CIMAHI/07/2001, tanggal 15 Nopember 2001 dan
dibacakan pada persidangan tanggal 15 Nopember 2804
dalam hal ini jelas fakta hukumnya baik dalam dakwa
Primair, Subsidair, Lebih Subsidaiar, Terdakwa khda
melanggar Undang-Undang No.3 tahun 1971, padahal
sebagaimana telah dikemukan tersebut diatas sejalgal 16
Agustus 1999, telah berlaku Undang-Undang No.3lrtah
1999 sebagai pengganti Undang-Undang No.3 tahuni.19
Dengan demikian maka jelas pertimbangan Judex facti

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dikuatkan oleh

Pengadilan.....................
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putusan.mahkamahagurengadidan Tinggi Bandung telah salah menerapkdurhu

dalam perkara ini, maka oleh karenanya dakwaan aian
putusan dalam perkara ini harus dinyatakan batal dekum
dan/atau Terdakwa harus dinyatakan dilepaskantdlatiitan
hukum ;

Bahwa, memang telah merupakan suatu kenyataanngang

perbuatan pidana dilakukan Terdakwa pada saat masih

berlakunya Undang-Undang No.3 tahun 1971, akarpiteta
proses penyidikan baru mulai dilakukan pada buksmurn
2000, dan khususnya Terdakwa dihadapkan pada pegsd

pada tanggal 15 Nopember 2001, atas dasar faktg yan

demikian ini seharusnya yangdigunakan sebagai dasar

penuntutan adalah ketentuan Undang-Undang No.3antah
1999, dengan demikian maka jelas ketentuan paaghtl(2)
KUHP dalam perkara ini telah ternyata tidak terggnoleh
karena Undang-Undang No.3 tahun 1971 telah dingatak
dicabut, maka dengan demikian telah diadili atasada
ketentuan Undang-Undang yang tidak mempunyai kekuat
hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hpkism
Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dan atau lepas d
tuntutan hukum ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pangaaiba
hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung pada halandan 8
alinea ke-3, pertimbangan hukum Judex facti yarmgikian

jelas merupakan pertimbangan yang telah bertentadga
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dikemukakan tersebut diatas, bahwasanya Terdakwa
dihadapkan dihadapan persidangan untuk diadilihtgdauh
melampaui waktu masa berlakunya Undang-Undang No.31
tahun 1999, yakni pada tanggal 15 Nopember 200kama
berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.31 tahum®, 199
pasal 44 Bab VII dalam Bab ketentuan Penutup yakamg
secara tegas menyatakan telah mencabut Undang-&/ndan
No.3 tahun 1971, maka konsekwensi hukumnya bahwa
Terdakwa haruslah dituntut dan atau diadili atagadn
korupsi dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang
No.31 tahun 1999 ;

Bahwa dalam kaitannya dengan hal ketentuan Undang-
Undang No.31 tahun 1999 maka dapat dikemukakangaeba
dasar juridis formalnya putusan Mahkamah Agung &tage
Raad tanggal 16 Memi 1927, yang menyatakan “agabil
peraturan lama sebelum Terdakwa disidangkan telgdmtl
dengan suatu peraturan baru yang tidak mempunyaiaksn
hukum, maka Terdakwa tidak dapat dihukum ;

Dalam hal kaitannya dengan fakta tersebut makas jela
peraturan tindak pidana korupsi yangdiatur dalamerkean
Undang-Undang No.3 tahun 1971, pada saat Terdakwa
dihadapkan pada persidangan telah dinyatakan bédkku,
maka adalah sangat naip apabila Terdakwa dipaksas ha

diadili dengan dasar undang-undang yang sudalk tida

mempunyai.........c.........
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maka jelas putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang
menguatkan Pengadilan Negeri Bale Bandung telabngghr
ketentuan hukum dan konsekwensi yuridisnya Terddlavas
dinyatakan bebas dari untutan hukum dimaksud ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas peantjanba
Judex facti putusan Pengadilan Negeri Bale Bandoexdgp
halaman 81 alinea ke-2 dan alenia ke-3 yang dilkumatideh
Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa pertimbangan Jéamletik
tersebut jelas tidak berdasarkan hukum, yang menajadan
sangat mendasar dan merupakan unsur pokok pergoatis
atas petimbangan Judex facti tersebut adalah adsungtu
perbuatan yang melawan hukum yang merugikan kemanga
Negara. Dalam hal ini sentral titik sorotan masadatalah
perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah harusuptab
yang melawan hukum dan artinya melawan peraturan
perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang
Undang No.3 tahun 1971, oleh karena titik perbuatan
Terdakwa yang bersifat melawan hukum, adalah kami
sependapat perbuatan Terdakwa pada saat berlakunya
Undang-Undang No.3 tahun 1971 merupakan perbuatan
melawan hukum, akan tetapi dalam realitanya undmugng
dimaksud telah dinyatakan tidak berlaku, maka jalpabila

Terdakwa dituntut dengan ketentuan Undang-Undamyg ya
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lagi perbuatan pidana ;

Bahwa, mengenai adanya perbuatan Terdakwa merugika
keuangan Negera dalam hal ini persoalan pembahgsann
tidak dapat berdiri sendiri oleh karena harus bh&akadengan
ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1)asddxi
Undang-Undang No.3 tahun 1971 dimaksud, dengan
dicabutnya Undang-Undang ini maka perbuatan Terdakw
yang dituduh telah merugikan keuangan Negara tagbat
diadili atas dasar ketentuan Undang-Undang ini ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas penganba
Judex facti Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam
putusannya pada halaman 88, alenia ke-1 yang diuatieh
Pengadilan Tinggi Bandung, karena pertimbanganxJtaizi
tersbeut telah keliru dan tidak berdasarkan hukuas a
pertimbangan hukum yang demikian, oleh karena adetas
telah terungkap fakta dihadapan persidangan yangama
Terdakwa bukan merupakan Bendahara KSU Bina Mandiri
hal ini sebagaimana dijelaskan oleh saksi Asep&uoayyang
nota bene selaku Ketua KSU Bina Mandiri, mengatakan
secara tegas KSU Bina Mandiri tidak pernah memikentu
koperasi Unit Pangalengan dan tidak pernah mend@nsK
Pengangkatan Dada Setia Arisandi, Aan Kurniawanp Ae
Riswandi dan Terdakwa Iwan Setiawan menjadi persgguru

KSU Bina Mandiri ;

n
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hukum yang demikian tidak didasarkan atas ketentua
hukum, maka selanjutnya bagaimana mungkin Terdakwa
dapat dituduh telah melakukan korupsi padahal saesdau
kekuasaan untuk melakkan suatu korupsi haruslamyad
sarana kekuasaan dan atau penyalah gunaan jabatan,
sedangkan Terdakwa sendiri sebagaimana yang dikatdk&h
Ketua KSU Bina Mandiri telah secara jelas mengatak
Terdakwa bukan merupakan Bendahara dalam Koperasi
dimaksud. Dengan demikian maka jelas tidaklah tarpe
adanya unsur korupsi untuk memperkaya diri sendiri
Bahwa atas dasar tersebut jika memang telah temjdaihya
penggunaan uang oleh Terdakwa dari KSU Bina Mandiri
maka tidaklah dapat dikategorikan telah melakukenyatan
tindak pidana korupsi, mungkin lebih tepat dikardgm
perbuatan hukum perdata antara Terdakwa dengan B{S&J
Mandiri atas adanya penggunaan uang dimaksud ;
Menimbang, bahwa atas keberatan-kebaratan yangkdrajoleh
Pemohon Kasasi [|/Jaksa Penuntut Umum tersebut Maditka Agung
berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan diatas

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkaen&aludex
facti tidak salah menerapkan hukum, dan mengemat bbemgannya hukuman

dalam perkara ini adalah wewenang Judex facti yalads tunduk pada kasasi,

kecuali....................

Disclaimer
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peraturan perundang-undangan ;
Menimbang, bahwa atas keberatan-kebaratan yangkdrajoleh
Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tersebut Mahkamah Adpemgendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1,2,3,4 dan ad.5

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkaen&aludex
facti telah tepat dalam menerapkan hukum, dan nmmemgpenilaian hasil
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang skeamwyataan, keberatan
semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam p&saamn pada tingkat
kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasagaHasrkenaan dengan tidak
diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturamunhutidak diterapkan
sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengddHidilaksanakan menurut
ketentuan undang-Undang, dan apakah Pengadilah teklampaui batas
wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pa3aKitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tdi981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yamngikdin
diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan xJddeti dalam perkara ini
bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undarg rparmohonan
kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi Il/Terdakwa ditolak maka Pemohonasiasl/Terdakwa
dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasgs

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nahdn 2004 dan

Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telddald dan ditambah

dengan.............coe.
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bersangkutan ;
MENGADILI:
Menolak permohon kasasi dari Pemohon Kasasi :
1. JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN
NEGERI BALE BANDUNG tersebut ;

2. Terdakwa 1IWAN SETIAWAN bin H. OMAN tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi IlI/Terdakwa membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalagkait kasasi ini ditetapkan
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada halum’at, tanggal 28 Mei 2004oleh German
Hoediarto, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketdahkamah Agung
sebagai Ketua Sidang, H.Soedarno, S.H, dan HM.ndmrwari,SH.Sp.N.MH.,
sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalasarng terbuka untuk
umum pada harBELASA, TANGGAL 29 JUNI 2004 oleh Ketua Sidang
tersebut, dengan dihadiri oleh H.Soedarno, S.Hn ddM. Imron
Anwari,SH.Sp.N.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dAgus Suwargi,
S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadih &lemohon Kasasi ;

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :
ttd./H.Soedarno, S.H ttd./
H.German Hoediarto, S.H
ttd./ HM. Imron Anwari,SH.Sp.N.MH .
Panitera Pengganti ;
ttd./
Agus Suwargi, S.H.
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MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal

Plt.Kepala Direktorat Pidana

H SUPA RNO, S.H.
NIP. : 040009543
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